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AKSI KOREKSI PEMERINTAH DI RIAU:

ADA PERBAIKAN,
NAMUN BELUM BERANI MENGHENTIKAN KEJAHATAN KORPORASI

Sekapur Sirih

Pada 21 Desember 2017 Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan Mendapatkan Putusan
Penerimaan Atas Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Atau Keberatan Terhadap Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK 5322/Menlhk-PHPL/UPL.1/20/2017 tentang
Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan Menteri
Kehutanan No Sk 93/VI-BUHT/2013 yang diajukan PT RAPP.

Pada 16 Oktober 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyurati Menteri
Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo perihal menolak Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang
dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau 2017 — 2037 karena bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Menteri LHK meminta agar Pemerintah Provinsi Riau
menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum Gubernur menetapkan sebagai
Perda RTRWP Riau 2017 — 2037.

Mendagri pada 13 November 2017 mengirim surat kepada Gubernur Riau perihal evaluasi
Ranperda RTRWP Riau agar Gubernur Riau membuat KLHS. Dua hari setelahnya, Bappeda Riau
melakukan konsultasi publik terkait KLHS di kantor Bappeda Riau. Pada 8 Desember 2017,
Bappeda kembali menggelar rapat tim penyusun KLHS. Kajian yang dihasilkan, dijadikan dasar
pertimbangan untuk menyusun Ranperda RTRWP Riau.

Dua peristiwa di atas salah satu wujud kebijakan pemerintah berpihak pada 5 warga Riau
meninggal, 97.139 warga terkena penyakit pernapasan dan iritasi karena polusi asap dari
pembakaran hutan dan lahan pada 2015 serta 6 juta rakyat Riau terpapar polusi asap selama 18
tahun terakhir. Ini juga wujud pemulihan ekosistem gambut yang telah dirusak oleh korporasi dan
cukong.

Namun, pemerintah dan penegak hukum tidak cukup hanya menghentikan karhutla. Sepanjang
2017 Jikalahari menemukan pemerintah masih lamban menyelesaikan penegakan hukum
terhadap korporasi dan cukong, konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan, kebijakan
Perhutanan Sosial (PS) dan pengakuan masyarakat hukum adat serta ruang partisipasi publik.

Pada 2018, pemerintah dan penegak hukum perlu secepatnya melakukan review untuk perbaikan
tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan, penegakan hukum, percepatan PS dan pengakuan
masyarakat hukum adat serta pencabutan izin korporasi di atas lahan gambut, hutan alam dan
hutan tanah milik masyarakat hukum adat dan tempatan.
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d.

Aksi Koreksi Pemerintah
Kebijakan Perlindungan Gambut Korporasi

Pada 21 Desember 2017 Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan Mendapatkan
Putusan Penerimaan Atas Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Atau Keberatan Terhadap
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK 5322/Menlhk-PHPL/UPL.1/20/2017
tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan
Menteri Kehutanan No SK 93/VI-BUHT/2013 yang diajukan PT RAPP.

Jauh sebelumnya, paska karhutla 2015, pemerintah mereview PP Nomor 57 tahun 2016 Tentang
Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut pada 2 Desember 2016. Atas perintah PP 57/2016, KLHK menerbitkan PermenLHK
Nomor P.14, P.15, P.16 dan P.17' yang intinya areal korporasi bekas terbakar di atas lahan gambut
tidak boleh ditanami kembali atau dijadikan fungsi lindung.

KLHK segera mengambil tindakan memanggil korporasi HTI dan Sawit yang beroperasi di atas
lahan gambut untuk segera memperbaiki RKU dan RKT”. Korporasi HTI dan sawit protes pada
pemerintah. Mereka bergerilya ke Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Gubernur
Arsyajuliandi Rahman. Pada 30 Maret 2017, Airlangga menyurati Presiden Joko Widodo meminta
PP 57/2016 direvisi karena berdampak pada investasi industri pulp dan kertas serta kelapa sawit.
Pada 25 April 2017, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis juga mengirim surat ke Presiden
menyatakan hal yang sama. Di Riau, gerilya korporasi HTI dan sawit juga terjadi. Pada 20 Juni
2017, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman katakan industri kertas merupakan penyumbang
devisa dan berharap polemik PP 57/2016 tidak mengganggu industri HTI di Riau’.

Publik terkejut. Pada 25 Juli 2017 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Riau ajukan
gugatan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) perihal revisi RKU dan RKT PT RAPP. Dampak
revisi, korporasi mengancam akan mem-PHK 250 ribu pekerja dan kontraktor. Mereka meminta
MA membatalkan Pasal 1 angka 15 d, Pasal 7 huruf d, Pasal 8A, Pasal 813, Pasal 8C ayat (1), Pasal
8D huruf a, Pasal 8E ayat (1), Pasal 8C, dan Pasal 23A ayat (1) Permen LHK No. P.
17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tertanggal 9 Februari 2017 yang diundangkan pada 27
Februari 2017. Putusannya pada 2 Oktober 2017, MA kabulkan seluruh permohonan SPSI dan
KLHK diminta segera mencabut pasal yang digugat karena bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Disisi lain, usaha pemerintah untuk perlindungan gambut tetap berjalan. Pada 16 Oktober 2017,
Menteri LHK terbitkan SK No 5322/2017. SK ini menjelaskan pembatalan RKU milik PT RAPP
periode 2010 - 2019 setelah dua kali—28 September dan 6 Oktober 2017— mendapat peringatan
untuk merevisi RKUnya untuk disesuaikan dengan kebijakan perlindungan gambut PP 57/2016
namun tak dilaksanakan.

PT RAPP tidak terima dengan keputusan ini sebab merasa dirugikan karena kehilangan areal
kerjanya. Dari beberapa pertemuan, menurut Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK,

' Permenlhk Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi. Ekosistem
Gambut. Permenlhk Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik
Penaatan Ekosistem Gambut. Permenlhk Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Hutan. Permen LHK Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Perubahan atas Permen Nomor 12/MENLHK-Il/2015
Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri

? Rencana Kerja Usaha (RKU) adalah rencana kerja selama 10 tahun yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (RKT) untuk pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

3 https://www.merdeka.com/uang/gubernur-riau-minta-regulasi-lahan-gambut-tak-ganggu-industri-kertas.html
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PT RAPP tetap akan menanam di areal kerja sesuai izin yang diperoleh*. KLHK mengambil
langkah membatalkan RKU milik PT RAPP.

PT RAPP mengatakan akibat pembatalan RKU berdampak pada penghentian seluruh kegiatan
HTI di perusahaan. Kegiatan mulai dari penanaman, pembibitan, pemanenan dan
pengangkutan, tak dapat dilaksanakn dan berdampak pada ribuan tenaga kerja. Sekitar 4.600
karyawan ‘dirumahkan’ secara bertahap, menyusul 1300 karyawan pabrik dan pemutusan
kontrak kerjasama dengan mitra dan pemasok yang memiliki karyawan mencapai 10.200
karyawan’.

Menyikapi pernyataan RAPP, Jikalahari mempublish 6 kebohongan RAPP pada 20 Oktober 2017
terkait revisi RKU yang digembar-gemborkan perusahaan sebelum karyawan PT RAPP
melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Riau. Jikalahari menilai perusahaan yang berbasis di
Singapura ini membohongi rakyat Riau dengan isu PHK dan berhentinya kegiatan operasional
perusahaan. Berikut kebohongan yang dicatat Jikalahari:

1. RAPP bohong mengatakan RKU ditolak maka seluruh operasional berhenti. Padahal di
lapangan operasional masih jalan seperti biasa, termasuk aktivitas ekspor.

2. RAPP bohong mereka peduli ekosistem gambut, tapi berkali-kali menanami kembali
gambut bekas terbakar dengan akasia, padahal jelas hal itu dilarang untuk melindungi
fungsi ekosistem gambut dalam.

3. RAPP bohong memikirkan rakyat Riau. Mengajukan RKU tanpa berkiblat pada amanat PP
gambut, sama artinya RAPP mempertaruhkan nasib jutaan rakyat Riau bila ekosistem
gambut tidak terlindungi dengan baik. Ribuan karyawan RAPP merupakan bagian dari
jutaan rakyat Riau yang bisa terkorbankan bila lingkungan hidup rusak dan gambut
terbakar.

4. RAPP bohong mereka sedang merevisi RKU saat turun surat peringatan Il dari KLHK.
Mereka bohong dapat surat peringatan hanya dalam hitungan hari. Padahal semua proses
komunikasi perihal RKU antara perusahaan dan KLHK sudah dimulai sejak 19 Mei 2017.
Selama proses itu, pihak RAPP nyaris menutup diri dari proses-proses transparansi
penyusunan RKU sesuai PP gambut. Mereka memanipulasi seolah-olah sudah mengikuti
amanat PP gambut, namun masih tetap mau menanam di kawasan lindung ekosistem
gambut. Hal inilah yang akhirnya berujung pada sikap tegas KLHK dengan mengeluarkan
surat peringatan II.

5. RAPP bohong mereka taat pada arahan pemerintah dalam berbisnis yang baik. Faktanya
mereka hanya memikirkan keuntungan bisnis, terus melawan dan tidak pernah
menunjukkan iktikad baik untuk menyelaraskan antara bisnis dengan lingkungan hidup.

6. April Group/RAPP bohong mereka peduli lingkungan. Faktanya perusahaan dan mitra
mereka telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran lingkungan. Gugatan perdata
dimenangkan KLHK, nilainya mencapai Rp16 triliun, dan Direktur2 RAPP tengah diperiksa
untuk kasus indikasi perambahan taman nasional Tesso Nilo.

Pada 23 Oktober 2017, ribuan massa dari SPSI Wilayah Riau berkumpul di depan Kantor
Gubernur Riau. Tuntutan para pekerja meminta KLHK untuk meneruskan izin operasional
perusahaan dan menghormati putusan MA yang mengabulkan uji materiil PermenLHK nomor
17/2017 tentang Pembangunan HTI.

4 Dikutip dari http://www.mongabay.co.id/2017/10/23/ketika-rapp-tak-patuhi-aturan-gambut-siti-jangan-ajak-ajak-pekerja-

dan-ancam-phk/

> http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41718315
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Menteri LHK menanggapi tidak pernah menghentikan izin operasional perusahaan, hanya
membatalkan RKU perusahaan. KLHK telah berkali-kali memberikan arahan kepada PT RAPP
untuk memperbaiki RKU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi tak digubris. PT RAPP
bersikukuh tetap pada RKU sesuai rencana awal, jika ada perubahan akan berdampak buruk
pada operasional perusahaan. Akhirnya KLHK harus beri sanksi pada perusahaan HTI ini karena
tak mematuhi kebijakan yang berlaku.

Jikalahari menilai pernyataan PT RAPP merugi jika merevisi RKU tidak benar. Faktanya, negara
yang sangat dirugikan akibat aktivitas perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan akibatkan
kerusakan ekologis, kerugian negara mencapai Rp 712,24 triliun. Ini akumulasi akibat aktivitas PT
RAPP dan APRIL Group di Riau yang terlibat kasus korupsi perizinan kehutanan, temuan Pansus
Monev Perizinan DPRD Provinsi Riau terkait potensi kerugian negara dari pajak yang tidak
disetorkan APRIL Group, kerugian ekologis akibat penerbitan IUPHHKHT milik APRIL Group
dalam kasus Burhanuddin Husin dan kerugian negara berdasarkan putusan MA terhadap PT
MPL®.

Sibuk bola panas soal revisi RKU, Pada 24 Oktober KLHK merilis, Sekjen KLHK, Bambang
Hendroyono telah bertemu dengan manajemen PT RAPP membahas hal ini. Hasil pertemuan, PT
RAPP berjanji patuh dan akan melakukan revisi RKU sesuai PP 57/2016, akan diserahkan
selambat-lambatnya pada 30 Oktober 2017.

Alih-alih merevisi RKU, pada 16 November 2017 PT RAPP malah menggugat KLHK ke PTUN
Jakarta. PT RAPP melalui kuasa hukumnya Hamdan Zoelva ajukan Permohonan Mendapatkan
Putusan Penerimaan Atas Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Atau Keberatan Terhadap
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK 5322/Menlhk-PHPL/UPL.1/20/2017
tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No SK 173/VI-BHPT/2010 dan Keputusan
Menteri Kehutanan No Sk 93/VI-BUHT/2013 ke PTUN Jakarta. Sidang perdana dimulai pada 27
November 2017. Sidang berlangsung, berbagai bukti dan ahli dihadirkan.

Di luar sidang, organisasi masyarakat sipil mengkaji persoalan penyebab PT RAPP enggan
merevisi RKU dan mematuhi kebijakan pemerintah. Pada 18 Desember 2017, Jikalahari bersama
ICEL, TuK Indonesia, WALHI dan masyarakat sipil meminta pada Majelis Hakim menolak
permohonan PT RAPP tersebut. Gugatan PT RAPP menjadi bentuk pembangkangan perusahaan
milik Sukanto Tanoto ini terhadap kebijakan pemerintah untuk perlindungan gambut bekas
terbakar hanya untuk kepentingan bisnis semata.

TuK Indonesia telah mengkaji dan memeriksa data keuangan PT RAPP dan APRIL Group secara
saksama. Hasilnya diduga alasan utama PT RAPP menolak mematuhi revisi RKU—untuk
mengubah fungsi gambut dalam areal kerjanya menjadi lindung—adalah lantaran 60% landbank-
nya memang berada di kawasan gambut. Sepanjang 2010 - 2016, PT RAPP melalui perusahaan
induknya, APRIL Group, mendapatkan pinjaman sebesar USD5,8 miliar atau setara dengan Rp

79 triliun dari 43 bank dan lembaga jasa keuangan. Beberapa pinjaman ini akan jatuh tempo
dalam waktu dekat’.

® Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/berita/pt-rapp-dan-april-grup-merugikan-keuangan-negara-dan-kerugian-
ekologis-senilai-rp-71224-triliun/

7 Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/demi-profit-pt-rapp-pembangkangan-atas-requlasi-dan-ancaman-
kehancuran-ekologis-provinsi-riau/
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SUMBER KEUANGAN APRIL

= : ~ry
Pinjaman Membangun Pinjaman dan Underwriting Pinjaman Terbesar dari Bank
Riau Complex Services Tiongkok dan Taiwan
Untuk membangun pabrik kertas Kelompok usaha APRIL sepanjang Lembaga keuangan yang berikan bantuan
terintegrasi sebelum 2010 kelompok 2010 - 2016 dapat pinjaman pinjaman seluruhny sal dari
usaha ini memperoleh pinjaman sebesar luar negeri dan tak ada satupun dari
total USD 5,8 Miliar Indonesia
atau mendekati Rp 79 triliun bersumber

um bank, termasuk dari bank-bank luar negeri

United Arab Emirates

Netherlands 3%3% 2% Spain

L o
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nclal Holdings

KENAPA PT RAPP MELAWAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH

hd

DEBT ~ DEBT

AREAL GAMBUT PT RAPP PT RAPP AKAN KESULITAN
MERUPAKAN LANDBANK BAYAR PINJAMAN

PT RAPP akan kehilangan 50% areal Pinjaman yang diterima PT RAPP dan APRIL
produksinya jika mematuhi kebijakan akan sulit dikembalikan jika perusahaan ini
pemerintah untuk revisi RKU. kehilangan area produksinya. Bahkan APRIL
Sebab 60 % dari luasan area akan kehilangan asetnya untuk membayar
PT RAPP yang berada di lahan utang tersebut.
gambut merupakan landbank.

. KEBIJAKAN
INVESTOR & LEMBAGA . NO DEFORESTATION, NO
L 4 JASA KEUANGAN = PEAT & NO EXPLOITATION
HARUS TELITI > @ (NDPE)
Ketelitian investor dan lembaga jasa Tuntutan dunia dengan kebijakan NDPE akan
keuangan dalam memberikan pinjaman jadi ancaman bagi PT RAPP dan usaha
kepada badan usaha harus memperhatikan ainnya, karena konsumen akan memutus

as?ek lingkungan, sosial dan tata kelola hubungan bisnis karena asal pasokan
dalam pengambilan keputusan investasi berasal dari kawasan gambug

Pada 21 Desember 2017, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan PT RAPP. Putusan ini
disambut bahagia publik dan menjadi wujud keadilan ekologis bagi warga Riau yang menjadi
korban polusi asap dan rusaknya hutan serta gambut sepanjang 18 tahun terakhir. Jikalahari
mendukung penuh usaha pemerintah untuk perbaikan ekologis ini, dan kedepannya KLHK
dapat mencabut izin korporasi HTI dan sawit yang berada di kawasan hutan alam dan lahan

gambut®.

8 Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/wujud-keadilan-ekologis-bagi-korban-polusi-asap-dan-rusaknya-hutan-
cabut-izin-korporasi-hti-dan-sawit-di-lahan-gambut-dan-buka-kembali-sp3-illegal-logging-14-korporasi-hti-di-riau/
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b. Perbaikan RTRWP Riau

Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017-2037 diketok palu oleh DPRD Riau pada 25 September 2017
ditengah kontroversi di masyarakat akibat persoalan belum selesainya penataan batas
peruntukan ruang yang menguntungkan korporasi, penegakan hukum yang masih berjalan,
mengabaikan perlindungan gambut serta kebijakan nasional terkait ruang kelola yang hanya
sedikit mendapat perhatian®.

Paska disahkan oleh DPRD Riau, Jikalahari terus melakukan upaya advokasi ke Kementerian
Dalam Negeri, Badan Restorasi Gambut, KLHK hingga ke Kantor Staf Presiden melalui surat
hingga bertemu langsung.

Jikalahari terus melakukan pertemuan dengan Menteri LHK meminta KLHK tidak memberikan
persetujuan substansi atas Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 kepada Mendagri dengan
memperhatikan persoalan yang timbul jika ranperda ini disahkan. Selain itu Jikalahari juga
mengirimkan surat rekomendasi untuk tidak menyetujui Ranperda RTRWP Riau 2017-2037
kepada Mendagri, Tjahjo Kumolo pada 27 Oktober 2017.

Pada Oktober 2017 Jikalahari menyampaikan Anotasi Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 kepada
Deputi Il Staf Presiden, Abetnego Tarigan yang intnya meminta Presiden untuk tidak menyetujui
Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 sebelum dilakukan perbaikan dengan melibatkan masyarakat
sipil dan memerintahkan Mendagri untuk tidak memberikan nomor registrasi perda.

Pada 16 Oktober 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyurati
Mendagri perihal menolak Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Provinsi (RTRWP) Riau 2017 - 2037 karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Menteri LHK meminta agar Pemerintah Provinsi Riau menyusun
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum Gubernur menetapkan sebagai Perda
RTRWP Riau 2013 — 2037.

Mendagri pada 13 November 2017 mengirim surat kepada Gubernur Riau perihal evaluasi
Ranperda RTRWP Riau agar Gubernur Riau membuat KLHS. Dua hari setelahnya, Bappeda Riau
melakukan konsultasi publik terkait KLHS di kantor Bappeda Riau. Pada 8 Desember 2017,
Bappeda kembali menggelar rapat tim penyusun KLHS. Kajian yang dihasilkan, dijadikan dasar
pertimbangan untuk menyusun Ranperda RTRWP Riau.

Gubernur Riau menyetujui arahan dari Mendagri untuk membuat KLHS dan membentuk Tim
Penyusun KLHS. Pada 15 November 2017, Gubernur Riau melalui Bappeda mengadakan
konsultasi publik pertama di kantor Bappeda Riau dengan tujuan merumusakan isu-isu yang
akan dibahas dalam KLHS. Pada 21 Desember 2017, Bappeda kembali mengadakan konsultasi
publik penyusunan KLHS yang dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru.

Jikalahari terus mendorong Ranperda RTRWP Riau disusun dan dibahas dengan melibatkan
publik. Dalam catatan Jikalahari banyak persoalan dalam RTRW P Riau 2017-2037 dan belum
secara adil mengakomodir kepentingan masyarakat hutan dan lingkungan.

Salah satu persoalan krusial, Jikalahari menemukan sebagian areal yang dijadikan sebagai
Holding Zone dalam Ranperda RTRWP Riau. Areal holding seluas 405.874 ha diperuntukkan
Pansus RTRWP untuk pemukiman, infrastruktur, fasos dan fasum, kawasan industri,

% Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/laporan/kertas-posisi-rtrwp-riau-untuk-rakyat-bukan-untuk-segelintir-
pemodal-dan-monopoli-korporasi/
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perkebunan rakyat, hutan lindung, kawasan perikanan dan pertanian. Namun temuan Jikalahari
sebagian areal itu telah dikuasasi korporasi sawit illegal dan cukong. Jikalahari menemukan 8
korporasi dan 14 cukong menguasai 45.301 ha dari areal yang diholding zone oleh Pansus RTRWP
Riau™.

Jikalahari beberapa kali berhasil menghentikan rencana pengesahan Ranperda RTRWP Riau dan
secara konsisten menyampaikan masukan dan kritikan sekaligus mengusulkan solusi konkrit
yang bisa diambil oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Riau melalui kertas posisi Jikalahari'.

Pada 4 Agustus 2017 Jikalahari menerbitkan kertas posisi menolak rencana pengesahan
Ranperda RTRWP Riau oleh DPRD Provinsi Riau pada 7 Agustus 2017. Dalam kertas posisi,
Jikalahari menyatakan menolak draft Ranperda RTRWP Riau karena lebih mengutamakan
kepentingan korporasi dan tidak berpihak kepada masyarakat serta belum mengakomodir
kebijakan-kebijakan nasional.”

Pada 7 Agustus 2017, Jikalahari mendatangi kantor DPRD Provinsi Riau dan bertemu dengan
Pimpinan DPRD Provinsi Riau , Ketua Septina Primawati, Wakil Ketua Noviwaldi Jusman dan
Sunaryo untuk menyampaikan langsung kertas posisi Jikalahari. Jikalahari meminta DPRD Riau
menolak draft RTRWP Riau 2016 - 2035 karena prosesnya tidak melibatkan publik, monopoli
korporasi HTI, Sawit dan Tambang dan belum mengakomodir perkembangan kebijakan dan
produk hukum terkait perhutanan sosial, TORA, Ekosistem Gambut dan Taman Nasional Zamrud
di Siak.”

Selama penyusunan dan pembahasan RTRWP Riau 2017-2037 baik pada Gubernur Riau maupun
DPRD Provinsi Riau sangat minim memberikan ruang partisipasi bagi publik. Selain itu publik
dan menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.
Jikalahari melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan
Gubernur Riau tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Riau pada 23 Agustus 2017.

Dalam laporan tersebut Jikalahari mendesak Ombudsman untuk mengevaluasi serta meminta
Gubernur Riau segera menjalankan kewajibannya dalam melakukan pelayanan publik terkait
penyelenggaraan penataan ruang. Lalu merekomendasikan Gubri segera membangun sistem
informasi dan komunikasi penataan ruang Provinsi Riau sehingga publik dapat dengan mudah
mengakses informasi berkaitan dengan draft RTWP Riau.

Bukan hanya melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombusman Ri Perwakilan Riau, Jikalahari
juga mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Riau atas keberatan terhadap
DPRD Riau yang tidak bersedia memberikan data dokumen laporan Pansus RTRWP Riau pada 10
November 2017. Sidang perdana dilaksanakan pada 13 Desember 2017 dan masih terus
berlangsung hingga saat ini.

0 Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/holding-zone-dalam-ranperda-rtrw-2017-2037-untuk-korporasi-dan-
cukong-sawit/

1 Lihat kertas posisi Jikalahari: http://jikalahari.or.id/kabar/laporan/kertas-posisi-rtrwp-riau-untuk-rakyat-bukan-untuk-
segelintir-pemodal-dan-monopoli-korporasi/

2 pilis http.//jikalahari.or.id/kabar/rilis/rtrwp-riau-untuk-rakyat-bukan-untuk-segelintir-pemodal-dan-monopoli-korporasi/
3 http://jikalahari.or.id/kabar /rilis/pimpinan-dprd-riau-dorong-pelibatan-publik-dalam-pembahasan-rtrwp-riau/
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C.

Inisiatif CSO dalam Perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Riau

Inisiatif CSO bersama masyarakat dalam perbaikan tata kelola lingkungan hidup serta perluasan
ruang kelola rakyat sepanjang 2017 terus berlangsung. Inisiatif ini membutuhkan komitmen dan
dukungan pemerintah agar dapat menjadi salah satu solusi untuk perbaikan lingkungan di Riau.

Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo

Sejak 2016 KLHK membentuk Tim Revitaslisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) dengan fokus
kerja pada penegakan hukum dan perluasan ruang kelola rakyat. Tim ini melibatkan
pemerintah pusat, daerah dan CSO. Sepanjang 2017, KLHK melalui kegiatan ini berhasil
melakukan pencegahan karhutla di sekitar TNTN dan CSO melakukan pendampingan pada
masyarakat untuk memperoleh ruang kelola dengan skema PS. Jikalahari mendampingi
masyarakat di Desa Pangkalan Gondai, Segati dan Kesuma, sedangkan Yayasan Mitra Insani
(YMI) mendampingi masyarakat di Desa Gunung Sahilan. Walhi Riau mendampingi daerah
Kuansing.

Ruang Ekonomi Masyarakat Gambut

Jikalahari bersama World Research Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) dan Wetland
menginisiasi pemanfaatan lahan gambut dengan paludikultur, bersama masyarakat
Bengkalis melakukan kanal bloking dan membuat perdes terkait mitigasi bencana karhutla
serta bersama masyarakat memanfaatkan aplikasi pantau hutan untuk melihat deforestasi
yang terjadi dalam kawasan hutan. Inisiatif ini bentuk partisipasi masyarakat dalam
perbaikan tata kelola lingkungan hidup di Riau.

Metode paludikultur menjadi salah satu metode alternatif untuk memulihkan ekosistem
gambut yang telah rusak dan dapat dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatan gambut tidak
lagi untuk tanaman yang membutuhkan drainase seperti sawit, melainkan menggunakan
tanaman sagu, purun, tengkawang, jeluntung dan rotan. Untuk kanal yang telah dibangun,
akan dilakukan sekat kanal dan dimanfaatkan untuk budidaya ikan rawa. Hal ini menjaga
gambut tetap basah dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi warga.

Untuk kegiatan mitigasi bencana karhutla, Jikalahari bersama WWF Program Riau melakukan
penguatan informasi terkait hotspot di Lansekap Giam Siak kecil serta Desa Buruk Bakul, Api-
Api, Sejangat dan Batang Duku melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Jikalahari
bersama warga juga menginisiasi peraturan desa yang mengatur tentang Pengelolaan Tata
Air, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan dan Pemanfaatan
Sumberdaya Alam.

Jikalahari bersama WRI juga memperkenalkan aplikasi Forest Watcher yang dapat digunakan
untuk memantau kondisi hutan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan koneksi
internet, warga dapat melihat apakah terjadi deforestasi-degradasi di kawasan hutan melalui
aplikasi berbasis Android ini.

Siak Hijau

Jikalahari bersama masyarakat sipil di Kabupaten Siak dan Bupati Siak mendeklarasikan
Sedagho Siak Hijau pada 20 September 2017 sebagai wujud partisipasi publik mendukung
Siak menjadi Kabupaten Hijau yang dicanangkan sejak 2016. Intinya Pemerintah Kabupaten
Siak dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Sedagho Siak Hijau
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mendeklarasikan komitmen bersama untuk mendukung pencapaian Kabupaten Siak untuk
menjadi kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam
pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan
peningkatan ekonomi masyarakat lintas generasi.

iv. Kampanye Internasional

Jikalahari juga melakukan kampanye internasional untuk perbaikan tata kelola lingkungan
hidup dan kehutanan. Pada 24 hingga 30 April 2017, Jikalahari menyampaikan persoalan-
persoalan dan hal penting yang harus diperhatikan yang diakibatkan industri bubur kertas
dan HTI di Riau. Pertemuan yang berlangsung di Kantor WWF US, Washington DC, dihadiri
mitra-mitra CSO dari US yang fokus bekerja pada kampaye kertas yang mendorong konsumsi
dan produksi kertas yang lebih bertanggung jawab.

Selain Jikalahari, dalam pertemuan itu juga membahas analisis persoalan yang akan terjadi di
OKI, Sumatera Selatan terkait pembangunan OKI Mills milik APP Group yang disampaikan
Way Woodside International (WWI). Diskusi membahas dampak yang dihadapi Sumatera
Selatan akan sama dengan Riau jika tak segera diperbaiki serta mengkaji analisis pemenuhan
bahan baku untuk Mills tersebut yang akan berdampak pada gambut dan lingkungan.

Jikalahari bersama perwakilan The Mighty Earth—CSO berbasis di US yang concern pada isu
lingkungan— juga mendiskusikan persoalan illegal logging dan praktek perkebunan sawit
yang berdampak pada hutan dan masyarakat di Sumatera bersama Brian Schatz, Senator
dari negara bagian Hawai. Brian menyatakan berminat mensponsori penerapan UU tentang
Lacey Act™ yang mengatur mengenai larangan perdagangan untuk produk-produk
kehutanan terkait pelanggaran hukum. Brian juga mendorong masyarakat sipil di US untuk
melakukan sesuatu yang berarti pasca asap dan kebakaran yang terjadi di Indonesia pada
tahun 2015

Pada 17 — 18 Mei 2017, Jikalahari juga mengikuti kegiatan Kampanye Lingkungan Eropa yang
membahas strategi kampanye dari aspek produksi dan konsumsi kertas berupa penurunan
konsumsi kertas dan produk turunannya.

Pada 29 November hingga 8 Desember 2017 Jikalahari turut berpartisipasi dalam pertemuan
Jaringan Kertas Global yang melibatkan CSO dan akademisi yang concern pada isu

% http://www.forestlegality.org/policy/us-lacey-act
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d.

lingkungan dari Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Pertemuan bertujuan membangun
pemahaman antar jaringan di China terkait produksi dan konsumsi kertas yang
bertanggungjawab. Pertemuan menghasilkan inisiasi jaringan kerja bersama di tingkat Asia,
kampanye bersama meminta perbankan di China untuk tidak mendukung pendanaan APRIL
karena tidak memperhatikan lingkungan. Pasca pertemuan, 30 CSO mengirim surat ke Bank
China dan Eropa untuk menghentikan dukungan pendanaannya kepada APRIL".

Kebijakan Pemerintah Sepanjang 2017

Pemerintah sepanjang 2017 menerbitkan serta merancang beberapa kebijakan untuk perbaikan
tata kelola lingkungan hidup, diantaranya:

Peraturan Menteri LHK Turunan dari PP 57 tahun 2016 dan SK KHG

Akibat kebakaran besar di Riau dan di berbagai provinsi di Indonesia mendorong direvisinya
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 menjadi PP No. 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Gambut. Revisi PP 71/2014 tersebut menunjukan niatan baik dari pemerintah
untuk melindungi gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut tidak terulang
kembali terutama di dalam konsesi perusahaan.

Sebagai tindak lanjut pencegahan karhutla yang terjadi di kawasan Hutan Tanaman Industri
(HTI), KLHK juga melakukan perubahan atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.12/MENLHK-
[I/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri melalui Peraturan Menteri LHK Nomor.
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam
peraturan ini, yaitu kriteria penetapan kawasan lindung gambut, pengaturan perubahan areal
tanaman pokok dan tanaman kehidupan menjadi fungsi lindung, pengaturan areal tanaman
pokok dan tanaman kehidupan menjadi fungsi budidaya, serta kebijakan areal lahan usaha
pengganti (land swap) seluas 40% .

Selain Peraturan Menteri LHK Nomor. 17/2017, di tahun 2017, KLHK menerbitkan tiga Peraturan
Menteri LHK lainnya terkait gambut yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor. P.14/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem
Gambut, Peraturan Menteri LHK Nomor. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata
Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut, dan Peraturan Menteri
LHK Nomor. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi
Ekosistem Gambut.™

Dalam PermenLHK tersebut, menyebutkan gambut dalam bagian dari kesatuan hidrologis
gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung, maka harus dijadikan fungsi lindung
meskipun berada di dalam konsesi korporasi HTI. Korporasi HTI diberikan waktu untuk
memanen satu kali daur dan setelahnya dijadikan fungsi lindung sesuai peta KHG.

KLHK juga menerbitkan keputusan tentang SK No. 129 Direktur Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M.R. Karliansyah menyampaikan luas
ekosistem gambut yang berada di kawasan HTI diketahui seluas 2.641.483 Ha dan 1.427.786 ha
merupakan fungsi lindung. Dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor. SK.
130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut
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Nasional menjelaskan total KHG seluruh Indonesia seluas 24.667.804 Ha. (fungsi lindung
seluas 12.398.482 Ha dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 Ha). Data-data tersebut merupakan
hasil olahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK.

Untuk Provinsi Riau total luasan ekosistem gambut mencapai 5.040.735 ha. Luasan ini terbagi
untuk dua fungsi ekosistem gambut: fungsi lindung sekitar 2.473.383 ha dan sisanya 2.567.352
ha untuk fungsi budidaya.

Perpres 88/2017

Pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 88
Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres ini
diharapkan dapat menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak
masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan.

Pola penyelesaian tanah dalam kawasan hutan ini ditentukan dengan mengeluarkan bidang
tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, resettlement, tukar
menukar kawasan hutan maupun melalui pemberian akses p engelolaan hutan melalui
program perhutanan sosial.

Draft Ranperda Karhutla

Pada 23 November 2017 Jikalahari diundang oleh Pansus Ranperda Pemulihan Karhutla DPRD
Provinsi Riau. Jikalahari diminta memberi masukan atas ranperda. Ranperda ini naskah
akademiknya disusun oleh CIFOR, Unilak dan Jikalahari. Lalu, usulan ini diserahkan kepada
Mansyur HS, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Riau. Dan usulan ini jadi inisiatif DPRD.

Jikalahari mengusulkan untuk aksi pencegahan rencana aksi yang dimuat dalam Pergub 5/
2015 tentang Renaksi Pencegahan Karhutla—hanya berlaku 1 tahun dan sama sekali tak
dijalankan Gubernur Riau— dimuat dalam Ranperda tersebut. Selain itu juga memasukkan
kebijakan terbaru yang berkaitan seperti Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan dan PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Jikalahari juga mengusulkan adanya pemantauan dari pemerintah dan OJK terhadap aliran
dana dari bank kepada perusahaan yang mendukung pelestarian lingkungan dan
berkelanjutan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus ditingkatkan terkait
pengawasan serta review izin untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik. Dukungan
pendanaan juga harus jelas serta mengedepankan asas transparansi.

Draft Perpres ISPO

Pemerintah berkomitmen untuk perbaikan tata kelola dan keberlanjutan kelapa sawit dengan
memperkuat Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm
Oil (ISPO) melalui Peraturan Presiden. Pada Juni 2016, Kementerian Koordinator
Perekonomian membentuk Tim Penguatan ISPO.

Pada Desember 2016 tim telah menyelesaikan draft Perpres yang disusun melalui serangkaian
diskusi dan mulai dikonsultasikan ke publik pada 9 Mei 2017 di Sumatera disusul 4 region
lainnya di Indonesia. Dari konsultasi publik, organisasi masyarakat sipil dan petani kelapa
sawit di region Sumatera memberikan masukan tertulis kepada tim penguatan ISPO.
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e.

Ada 4 poin utama yang harus diperhatikan untuk perbaikan Perpres ISPO, pertama sistem
sertifikasi ini harus menjadi pembenahan menyeluruh terhadap ISPO, kedua menyiapkan pra-
kondisi agar peraturan dapat berjalan efektif, ketiga membenahi jaminan hukum bagi petani
serta keempat mempertegas prinsip dan kriteria ISPO sebagai landasan sistem sertifikasi".

Pada 29 November 2017 kembali dilakukan pertemuan membahas perkembangan draft
Perpres ISPO ini. Menurut organisasi masyarakat sipil transparansi perkembangan
pembahasan draft ini semakin menurun dan disepakati akan menyurati Kemenko untuk
menyampaikan ke publik perkembangan pembahasan draft Perpres ISPO.

Putusan Peradilan Kasus Karhutla dan Perambahan

Sepanjang 2017, Jikalahari mencatat dari pemantauan sidang yang dilakukan Riau Corruption
Trial, ada 3 kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri berkaitan dengan kasus kebakaran
hutan dan lahan, 2 kasus perambahan tanpa izin oleh korporasi sawit dan 1 kasus korupsi
penerbitan Surat Hak Milik oleh BPN Kampar di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Berikut
rinciannya:

i. PT Jatim Jaya Perkasa

PT Jatim Jaya Perkasa akhirnya diproses di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai terdakwa
korporasi dalam kasus pidana karhutla yang dalam persidangan diwakili oleh Halim Gozali
selaku Direktur. PT JJP didakwa akibat kebakaran yang terjadi di areal kerjanya pada 17 Juni
2013 di Blok S dan T Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan selias 120 hektar.

Setelah Kosman Vitoni Imanuel Siboro, Asisten Kebun Il PT Jatim Jaya Perkasa (JJP)
dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim PN Rokan Hilir serta putusan di PT Jakarta yang
memutuskan PT JJP membayar ganti rugi sebesar Rp 119 miliar, tidak boleh menanam
kembali di lahan gambut bekas terbakar dan melakukan pemulihan lingkungan hidup dengan
biaya Rp 371 miliar dalam kejadian yang sama, badan usaha turut dimintai
pertanggungjawabannya dalam kasus pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal
kerjanya.

Persidangan PT JJP dipimpin Hakim Ketua Lukmanul Hakim dan anggota Rina Yose dan
Crimson. Selam persidangan berlangsung, pergantian Majelis Hakim terus terjadi. Catatan
RCT, selama persidangan berlangsung ada 11 kali pergantian Majelis Hakim dengan alasan
ada hakim yang dimutasi. Sidang perdana dimulai pada 5 September 2016 hingga putusan
dibacakan pada 10 Juli 2017.

Jaksa Penuntu Umum (JPU) mendakwa PT JJP dengan dakwaan primair melanggar pasal 98
ayat 1jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU 32/2009 tentang PPLH, dakwaan subsidair pasal 99 ayat 1
jo pasal 116 ayat 1 huruf a UU Nomor 32/2009 tentang PPLH dan dakwaan subsidair kedua
melanggar pasal 108 jo pasal 116 ayat 1 huruf a UU 32/2009 tentang PPLH. Pada 17 April 2017,
JPU menuntut PT JJP terbukti melanggar pasal 99 ayat 1jo pasal 116 ayat 1 huruf a UU
32/2009 dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1,6 miliar.

Pada 10 Juli 2017 Majelis Hakim memutuskan PT JJP terbukti bersalah melanggar sakwan
subsidair pasal 99 ayat 1 dan dijatuhi pidana denda Rp 1 miliar dengan ketentuan jika denda

7 Rilis Jikalahari http://jikalahari.or.id/kabar /rilis/menuju-praktek-perkebunan-kelapa-sawit-yang-berkelanjutan-secara-
ekologis-ekonomi-dan-sosial/
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tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, aset PT JJP akan
disita dan dilelang untuk pemenuhan biaya denda.

Thamrin Basri, Pimpinan Kebun PT Wana Subur Sawit Indah

Kasus lainnya berkaitan dengan pidana karhutla disidangkan di PN Siak Sri Indrapura.
Terdakwa dalam kasus ini adalah Thamrin Basri, Pimpinan Kebun PT Wana Sawit Subur
Indah. la didakwa karena dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kebakarann
yang terjadi pada 23 Agustus 2015 di areal kebun plasma PT WSSI di blok K.3 Dusun Lingkar
Naga, Kampung Buatan Il. Kebakaran tak dapat segera dipadamkan dan berlangsung hingga
8 Oktober 2015. Luas areal terbakar mencapai 70 hektar.

Sidang perdana pembacaan dakwaan pada 12 April 2017. JPU menyampaikan Thamrin Basri
didakwa dengan dakwaan kesatu primair pasal 98 ayat 1 jo pasal 116 ayat 1 huruf a UU
32/2009 tentang PPLH, dakwaan kedua melanggar pasal 99 ayat 1jo pasal 116 ayat 1 huruf a
UU 32//2009 tentang PPLH dan dakwaan terakhir pasal 68 jo pasal 109 UU 39/2014 tentang
perkebunan.

Selama persidangan berlangsung Thamrin Basri menyatakan ia bukanlah Pemimpin Kebun,
melainkan Humas perusahaan, namun JPU menghadirkan bukti-bukti berupa surat serta
saksi-saksi yang menerangkan bahwa Thamrin menjalankan tugas dan digaji sebagai
Pimpinan Kebun. Dalam persidangan juga terjadi perdebatan untuk emnghadirkan Ho Kiarto
selaku Direktur PT WSSI yang dinilai sebagai saksi kunci untuk menjelaskan kedudukan
Thamrin serta dinilai juga sebagai pihak yang bertanggungjawab selaku pimpinan
perusahaan.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini adalah Lia Yuwwanita, Selo tantular dan Binsar
Samosir. Setelah persidangan berlangsung selama 4 bulan, pada 24 Agustus 2017 Majelis
Hakim membacakan putusannya. Terdapat dissenting opinion antara Hakim Ketua dan dua
hakim anggota, Lia Yuwwanita berpendapat terdakwa melanggar pasal 98 ayat 1, namun dua
hakim anggota menilai Thamrin melanggar pasal 99 ayat 1. Sehingga putusan hakim
menyatakan Thamrin terbukti bersalah melanggar pasal 99 ayat 1jo pasal 116 ayat 1 huruf b
UU 32/2009 tentang PPLH dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 1 miliar
subsidair 1 bulan kurungan.

SP3 15 Korporasi

Persidangan permohonan praperadilan yang diajukan Walhi Riau terhadap SP3 yang
dikeluarkan Polda Riau terhadap PT Riau Jaya Utama, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia
dan PT Rimba Lazuardi kembali digelar pada 10 Juli 2017 di PN Pekanbaru. Walhi mengajukan
permohonan prapid karena menilai penerbitan SP3 terhadap 3 korporasi yang telah
ditetapkan sebagai tersangka pelaku karhutla pada 2015 tidak sesuai prosedur. Persidangan
berlangsung dipimpin oleh hakim tunggal Sorta Ria Neva, hakim yang juga menangani sidang
pprapid SP3 15 korporasi sebelumnya pada 2016.

Namun sidang kali ini hanya berlangsung selama 4 kali sampai agenda jawaban dari Polda
Riau. Saat agenda penyerahan surat bukti pada 13 Juli 2017, sidang dibatalkan karena Walhi
Riau mencabut permohonannya. Catatan Jikalahari, pencabutan permohonan ini dilakukan
Walhi Riau karena hakim Sorta diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim pada sidang terdahulu—praperadilan pada November 2016 pemohon Walhi
Riau terhadap SP3 Polda Riau untuk PT Sumatera Riang Lestari—dan tengah diproses oleh
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komisi Yudisial. Menurut Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, tidak etis jika hakim
yang dilaporkan menangani perkara tersebut dan akan terjadi conflict of interest.

Setelah menarik permohonan, Walhi kembali mengajukan permohonan prapid dengan objek
yang sama namun ditangani hakim tunggal Fatimah. Persidangan berlangsung mulai 1 hingga
7 Agustus 2017. Pada sidang putusasn, hakim Fatimah menyatakan menolak permohonan
pemohon dan menyatakan SP3 terhadap objek yang dimohonkan terbukri sah dan tidak ada
alasan secara hukum untuk menolaknya.

PT Peputra Supra Jaya

Persidangan perkara perambahan kawasan hutan oleh korporasi sawit berlangsung di PN
Pelalawan pada sejak Juni 2017. PT Peputra Supra Jaya (PSJ) menjadi terdakwa dalam
perkara ini. Dalam persidangan, PT PSJ diwakili Sudiono selaku Direktur PT PSJ. PT PSJ
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan didirikan
sejak 30 September 1995. Pada 27 Januari 2011 Bupati Pelalawan mengeluarkan keputusan
No KPTS.523.3/DISBUN/2011/113 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk PT
PSJ seluas 1.500 ha.

PT PSJ dilaporkan oleh PT Nusa Wana Raya (PT NWR) karena lahannya diserobot kepada
Mabes Polri. Sebelum dilaporkan ke mabes, PT NWR telah melaporkan hal ini kepada
Pemerintah Kabupaten Pelalawan hingga KLHK namun tidak ada penyelesaian jelas dari
persoalan ini. Luasan lahan HTI milik PT NWR yang diserobot PT PSJ mencapai 5.416 dari
21.870 hektar. Oleh Mabes Polri PT PSJ dinyatakan sebagai tersangka perkara pidana
perkebunan.

JPU mendakwa PT PSJ melanggar pasal 105 jo pasal 47 ayat 1 jo pasal 113 ayat 1 huruf a UU Rl
39/2014 tentang Perkebunan. PT PSJ didakwa melakukan usaha budidaya perkebunan
dengan luasan skala tertentu dan/atau pengeolahan hasil perkebunan dengan kapasitas
pabrik yang tidak memiliki izin usaha perkebunan dan diancam pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan PT PSJ yang awalnya hanya memiliki luasan 1.500
ha berdasarkan SK Bupati Pelalawan pada 27 Januari 2011, setelah dilakukan pengukuran
pada 18 April 2016, liasan tanaman sawitnya mencapai 9.324 hektar. Menurut catatan RCT
selama persidangan, luasan itu terbagi menjadi kebun inti 1.281 ha sesuai IUP yang diberikan,
kebun inti tanpa IUP sekitar 2.134 ha dan kebun plasma sekitar 5.909 ha.

Pada 11 Desember 2017 lalu JPU menyampaikan tuntutannya terhadap PT PSJ bahwa
terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan dituntut membayar
denda sebesar Rp 10 miliar. Persidangan sudah berjalan 5 bulan dan masih berlangsung
hingga saat ini dengan agenda pledoi.

KUD Pematang Sawit
Koperasi Unit Desa Pematang Sawit menjadi terdakwa dalam persidangan kasus
perambahan lahan di PN Pelalawan sejak Oktober 2017. Dalam persidangan KUD Pematang

Sawit diwakili Ketua KUD, Il Hairul Pagab. Persidangan dipimpin Majelis Hakim Lia Amelia
dengan anggota Ria Ayu Rosalin dan Rahmad Hidayat Batubara.
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KUD Pematang Sawit dilaporkan oleh PT Nusa Sentosa Raya. Perusahaan HTI ini memiliki izin
pengelolaan HTI seluas 23 ribu ha pada 2012—yang sebelumnya dimiliki PT Siak Raya Timber
sejak 2008—dan sudah menanami arealnya dengan akasia seluas 11 ribu ha. Sisa luasannya
diperuntukkan untuk konservasi serta pembangunan infrastruktur, namun juga ada yang
dirambah sekitar 6 ribu ha. Menurut Direktur PT NSR, Amran Attas awalnya lahan dirambah
oleh perorangan, namun diketahui ada kelompok tani yang kuasai lahan tersebut, mulai dari
Poktan Segati indah, Poktan Sejahtera dan akhirnya mereka melihat adan plang KUD
Pematang Sawit ditengah-tengah lahan konsesi HTI yang sudah ditanami sawit. Perambahan
ini sudah dilaporkan PT NSR ke Bupati Pelalawan dan Mabes Polri.

JPU mendakwa KUD Pematang Sawit melanggar pasal 105 jo pasal 47 ayat 1 jo pasal 113 ayat 1
huruf a UU RI 39/2014 tentang Perkebunan. KUD Pematang Sawit didakwa melakukan usaha
budidaya perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau pengolahan hasil perkebunan
dengan kapasitas pabrik yang tidak memiliki izin usaha perkebunan dan diancam pidana
penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Korupsi SHM oleh BPN di Tesso Nilo

Kasus lainnya yang disidangkan berkaitan dengan korupsi penerbitan Surat Hak Milik yang
dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Persidangan dilakukan di PN Pekanbaru
dengan terdakwa Zaiful Yusri, Subiakto, Hisbun Nazar, Abdul Rajab, Rusman Yatim serta Edi
Risman.

Sidang dimulai pada 5 Oktober dengan agenda dakwaan dari JPU, keenam terdakwa
didakwa bersama-sama terlibat atas perbuatan korupsi dengan mengabulkan permohonan
Johannes Sitorus untuk mengeluarkan SHM sebanyak 271 persil atas tanah seluas 5.113.000
m?* atas nama 28 pemohon yang merupakan keluarga maupun karyawan dari Johannes
Sitorus. Padahal tanah yang dikuasai Johannes merupakan kawasan HPH milik PT Uniseraya
dan jelas memiliki fungsi kawasan hutan, sehingga para terdakwa telah mengubah status
kawasan hutan menjadi areal peruntukan lain berupa perkebunan sawit milik pribadi.
Tindakan yang dilakukan Zaiful Yusri dan terdakwa lainnya dinilai telah memperkaya
Johannes Sitorus dan didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 UU nomor 31/1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU
31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KHUP.

Dakwaan subsidair para terdakwa dinilai melanggar pasal 3 UU nomor 31/1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU
31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KHUP.

Persidangan ini adalah kali kedua dimana sebelumnya pada pada 4 Mei 2017 JPU sudah
mendakwa Zaiful Yusri sendiri selaku Kepala BPN Kabupaten Kampar dengan dakwaan yang
sama. Namun pada 26 Juni 2017 Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyampaikan
putusan sela bahwa perkara tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang
bersifat administratif karena persoalan penerbitan SHM merupakan perkara yang harusnya
disidangkan di PTUN.

Namun JPU tidak menyerah dan kembali memasukkan perkara untuk disidangkan dengan
terdakwa tidak hanya Zaiful Yusri, melainkan juga jajarannya. Pada 26 Oktober 2017 Majelis
Hakim yang menangani perkara Bambang Miyanto, Toni Irfan dan Rahman Silaen
mengeluarkan putusan sela bahwa PN Pekanbaru berwenang mengadili perkara dan
menyatakan surat dakwan telah disusun dengan baik dan perkara bisa dilanjutkan dengan
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pemeriksaan perkara. Persidangan perkara ini masih berlangsung hingga saat ini dengan
agenda menghadirkan saksi.

Ill. Persoalan Tata Kelola LHK di Riau

1. Hotspot & Hutan Alam Tersisa

d.

Hotspot

Langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah berbuah baik dalam penanggulangan
karhutla di Riau. Menurut pantauan satelit Terra-Aqua (LAPAN) oleh KLHK dengan
confidence > 80% pada 2017 ditemukan hotspot yang berpotensi menjadi titik api
sebanyak 81 hotspot, dengan jumlah tertinggi pada Juli, 21 hotspot. Jumlah ini menurun
drastis dibandingkan pada 2016 yang mencapai 891 titik dengan hotspot tertinggi pada
Agustus, 679 titik, penurunan hotspot mencapai 91 persen.

Jikalahari mencatat penurunan hotspot sangat drastis pada 2017 dibandingkan 3 tahun
terakhir. Pada 2017 menurut pantauan Satelit Terra-Aqua Modis ditemukan ada 1.313
hotspot dengan confidence >70% berpotensi menjadi titik api sebanyak 238 titik. Jumlah
ini menurun drastis dibandingkan pada 2016 ditemukan ada 4.427 hotspot, ada 8.399
hotspot sepanjang 2015 dan pada 2014 sebanyak 20.827 hotspot.

Jikalahari melakukan pemantauan jumlah hotspot menggunakan citra satelit Terra-Aqua
Modis sepanjang Januari hingga Desember 2017 terdapat 1.313 hotspot; 236 hotspot di
kawasan moratorium; 896 hotspot pada konsesi IUPHHK; 28 hotspot di konsesi HGU; 88
hotspot pada kawasan konservasi dan 65 hotspot dikawasan lainnya.

Sebanyak 77% hotspot tersebar di [ahan gambut dan menurun 13 persen dari tahun
sebelumnya yang mencapai 90%. Pada 2017 terdapat 640 hotspot pada areal gambut
dengan kedalaman >4 meter; 249 hotspot dikedalaman 2-4 meter; 112 hotspot
dikedalaman 1-2 meter; 8 hotspot dikedalaman 0,5-1 meter dan sisanya 304 hotspot yang
berada ditanah mineral.
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Pada konsesi IUPHHK; terdapat 125 hotspot di PT. Riau Andalan Pulp & Paper; 117
hotspot di PT. Arara Abadi; 83 hotspot PT. Sumatera Riang Lestari; 41 hotspot PT. Sekato
Pratama Makmur dan PT. Satria Perkasa Agung (KTH Sinar Merawang); 36 hotspot PT.
Mitra Kembang Selaras; 34 hotspot PT. Mitra Hutani Jaya; 32 hotspot PT. Bukit Batu
Hutani Alam; 30 hotspot PT. Multi Eka Jaya Timber; 28 hotspot PT. Uni Seraya. Secara
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garis besar 434 hotspot berada dalam konsesi APP Group dan 413 hotspot dalam konsesi
APRIL Group. Sisanya 49 hotspot berada di konsesi group lainnya.

Terdapat 28 hotspot di konsesi HGU (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit); 8 hotspot di
PT. Musim Mas; 6 hotpsot PT. Triomas FDI; 2 hotspot di PT. Multi Gambut Industri, PT.
Teguh Karsawana Lestari dan PT. Uni Seraya dan 1 hotspot yang berada pada PT. Arvena
Sepakat, PT. Bumireksa Nusa Sejati, PT. Citra Riau Sarana, PT. Kencana Amal Tani, PT.
Langgam Inti Hibrindo, PT. Riau Sakti United Plantations, PT. Trisetia Usaha Mandiri dan
PTPN V (PTP. Il Tandun).

Pada kawasan konservasi terdapat 88 hotspot; 30 hotspot berada pada TN. Tesso Nillo; 19
hotspot di HL. Bukit Batabuh Lubuk Jambi; 15 hotspot pada HL. Sungai Rokan; 10 hotspot

TN. Bukit Tigapuluh; 7 hotspot HL. Bukit Suligi; 6 hotspot SM. Bukit Rimbang Bukit Baling;

1 hotspot di SM. Giam Siak Kecil.

Ada 236 hotspot berada pada kawasan Moratorium; 46 hotspot Pelalawan; 39 Rokan
Hilir; 35 Bengkalis; 23 Indragiri Hulu; 21 Rokan Hulu, sisanya 72 hotspot tersebar di
Kabupaten lainnya.

N SEBARAN HOTSPOT CONFIDENCE 0-100% TAHUN 2017
\ MORATORIUM

Total Hotspot di Kawasan Moratorium sebanyak 236 Hotspot

¢| Legenda

*  Hotspot
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2 Hotspot Cira Salest Terra-Aqua Mods C8

o
1. Data Hot

= | 2. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi IX 2015
3. Peta Draft RTRWP Riau 2016

Jikalahari juga melakukan investigasi di lapangan untuk mengecek apakah hotspot yang
muncul merupakan titik api atau tidak. Investigasi berlangsung sepanjang 5 hingga 14
September 2017 dan menemukan di areal HPH PT Multi Eka Jaya Timber terjadi kebakaran
sekitar satu bulan sebelumnya dengan luasan areal mencapai 200 ha dan sudah digaris
polisi dan dilakukan penyelidikan oleh KLHK.

b. Hutan Alam Tersisa

Jikalahari melakukan pemantauan tutupan hutan alam tersisa di Riau pada 2017, melalui
pantauan citra satelit Landsat 8, terjadi penurunan tutupan hutan alam seluas 224.602
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hektar. Luas tutupan hutan alam Riau kini hanya 1.420.260 ha berkurang dibandingkan
2015 seluas 1.644.862 ha dan 2013 2.005.512,96 ha.

Deforestasi ini diperkirakan 56 % berada dalam areal IUPHHKHT seluas 122.648,107 ha dan
sisanya di luar areal IUPHHKHT seluas 101.953,893 ha. Korporasi penyumbang deforestasi
terbesar adalah PT The Best One Uni Timber seluas 21.834,158 ha milik Barito Group, serta
dua anak perusahaan milik APP Group, PT Satria Perkasa Agung seluas 21.680,053 ha dan
PT Dexter Timber Perkasa Indonesia seluas 20.053,675 ha.

'3 PETA DE“FORESTASI HUTAN ALAM RIAU
TAHHN 2015 - 2017 x

11,015,000
%

B o 2 100 Km

Luas Deforestasi Hutan Alam Riau %
Berjumlah 224.602,00 Ha a8

lLegenda

+ Batas Administrasi

| 3 TubuhAir

Tutupan Hutan 2017

Deforestasi

Kabupaten

Tabel luasan deforestasi pada kawasan IUPHHK-HT 2015 - 2017

No | Nama Perusahaan 1zin Group Luas Deforestasi
1 PT. THE BEST ONE UNI TIMBER IUPHHK-HA BARITO 21.834,158
2 PT. SATRIA PERKASA AGUNG IUPHHK-HT APP & Partners 21.680,053
3 PT. DEXTER TIMBER PERKASA IUPHHK-HT APP & Partners 20.053,675

INDONESIA

4 | PT. SUMATERA RIANG LESTARI IUPHHK-HT APRIL & Partner 11.678,906
5 | PT. DIAMOND RAYA TIMBER I[UPHHK-HA BARITO 7.451,058
6 | PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR IUPHHK-HT APP & Partners 7.430,621
7 | PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER IUPHHK-HT APRIL & Partner 7.195,813
8 | PT. ARARA ABADI IUPHHK-HT APP & Partners 3.881,238
9 | PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM IUPHHK-HT APP & Partners 3.555,784
10 | PT. NATIONAL TIMBER & FOREST I[UPHHK-HT APRIL & Partner 2.583,388

PRODUCTS

11 | CV. HARAPAN JAYA IUPHHK-HT APRIL & Partner 1.676,319
12 | PT. UNI SERAYA IUPHHK-HT APRIL & Partner 1.496,832
13 | PT. TRIOMAS FDI IUPHHK-HT APRIL & Partner 1.221,601

14 | PT. MADUKORO IUPHHK-HT APRIL & Partner 1.084,380
15 | PT. SELARAS ABADI UTAMA IUPHHK-HT APRIL & Partner 959,396
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16 | PT. BINA DUTA LAKSANA IUPHHK-HT | APP & Partners 803,500
17 | PT. PUTRA RIAU PERKASA IUPHHK-HT | APP & Partners 766,140
18 | PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA IUPHHK-HA | APP & Partners 661,017
19 | PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR IUPHHK-HT | APRIL & Partner 604,237
20 | PT. BHARA INDUK IUPHHK-HA | APP & Partners 600,186
21 | PT. BALAI KAYANG MANDIRI IUPHHK-HT | APP & Partners 569,304
22 | PT. RIMBA MUTIARA PERMAI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 518,237
23 | PT. RUAS UTAMA JAYA IUPHHK-HT | APP & Partners 509,817
24 | PT. MITRA KEMBANG SELARAS IUPHHK-HT | APRIL & Partner 478,699
25 | PT. BINA DAYA BINTARA IUPHHK-HT | APP & Partners 429,439
26 | PT. SUNTARA GAJA PATI IUPHHK-HT | APP & Partners 358,092
27 | PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 302,592
28 | PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR IUPHHK-HT | APRIL & Partner 293,260
29 | PT. NUSA WANA RAYA IUPHHK-HT | APRIL & Partner 265,982
30 | PT. SIAK RAYA TIMBER IUPHHK-HA | APRIL & Partner 259,945
31 | CV. BHAKTI PRAJA MULIA IUPHHK-HT | APRIL & Partner 158,422
32 | PT. SUMBER MASWANA LESTARI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 151,909
33 | KUD BINA JAYA LANGGAM IUPHHK-HT | APRIL & Partner 132,899
34 | PT. MITRA HUTANI JAYA IUPHHK-HT | APP & Partners 122,487
35 | PT. KUARTET PUTRA MELAYU IUPHHK-HT | unknown 97,747
36 | PT. PERKASA BARU IUPHHK-HT | APRIL & Partner 85,926
37 | PT. HUTANI SOLA LESTARI IUPHHK-HA | APRIL & Partner 84,004
38 | PT. SARI HIJAU MUTIARA IUPHHK-HT | APRIL & Partner 80,521
39 | CV. MUTIARA LESTARI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 60,934
40 | PT. ROKAN PERMAI TIMBER IUPHHK-HT | unknown 51,391
41 | PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA IUPHHK-HT | APRIL & Partner 50,405
42 | PT. MULTI EKA JAYA TIMBER IUPHHK-HT | unknown 39,128
43 | CV. ALAM LESTARI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 38,169
44 | PT. MITRA TANINUSA SEJATI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 36,641
45 | PT. RIAU INDO AGROPALMA IUPHHK-HT | APP & Partners 33,290
46 | PT. RIMBA ROKAN LESTARI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 31,536
47 | PT. PERAWANG SUKSES PERKASA IUPHHK-HT | APP & Partners 29,093
INDUSTRI
48 | PT.RIAU BINA INSANI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 23,106
49 | PT. BUKIT RAYA PELALAWAN IUPHHK-HT | APRIL & Partner 20,723
50 | PT. RIMBA LAZUARDI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 19,441
51 | PT. TUAH NEGERI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 18,503
52 | PT. INHIL HUTANI PRATAMA IUPHHK-HT | APP & Partners 12,624
53 | PT. RIMBA SERAYA UTAMA IUPHHK-HT | APP & Partners 11,950
54 | PT. ARTELINDO WIRATAMA IUPHHK-HT | APP & Partners 10,341
55 | PT. BINA DAYA BENTALA IUPHHK-HT | APP & Partners 8,876
56 | PT. RIMBA MANDAU LESTARI IUPHHK-HT | APP & Partners 8,157
57 | PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 8,075
58 | PT. SERAYA SUMBER LESTARI IUPHHK-HT | APRIL & Partner 7,331
59 | PT. RIMBA ROKAN PERKASA IUPHHK-HT | APP & Partners 4,072
60 | PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH IUPHHK-HT | APRIL & Partner 3,768
61 | PT. RIMBA PERANAP INDAH IUPHHK-HT | APRIL & Partner 2,878
62 | CV. PUTRILINDUNG BULAN IUPHHK-HT | APRIL & Partner 0,049
63 | PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL IUPHHK-HT | APRIL & Partner 0,040
64 | PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA IUPHHK-HT | unknown 0,004
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65 ‘ PT. EKA WANA LESTARI DHARMA IUPHHK-HT APRIL & Partner 0,001

Total 122.648,107

2. Investigasi Jikalahari

a.

Karhutla dan pengrusakan gambut oleh PT RAPP di Pulau Padang

Paska penghadangan Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) di konsesi PT
RAPP Desa Bagan Melibur, Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti pada 5
September 2016, izin operasional PT RAPP dihentikan sementara selama tiga bulan
hingga peta hidrologis gambut selesai.

Tiga bulan berselang dari hasil pertemuan, Jikalahari melakukan pengecekan lapangan
terkait aktifitas PT RAPP di Pulau Padang pada awal Januari 2017. Temuan Jikalahari, PT
RAPP melakukan pembukaan hutan alam, menanam akasia serta membuat kanal baru di
lahan gambut.

Jikalahari menemukan adanya rencana pembuatan kanal baru oleh PT RAPP di beberapa
titik. Berikut peta rencana pembangunan kanal.

Jalan

Sungai

Rencana Kanal
Bukaan temuan BRG

Permukiman

- Bukaan baru

‘.“ Vegetasi baru

- Hutan alam

Gambear I. Peta rencana pembangunan kanal di dalam konsesi PT RAPP

Berdasarkan peta rencana diatas, Jikalahari melakukan pengecekan dan menemukan
rencana pembukaan kanal baru di dekat hutan alam yang tidak ada pembatas antara
konsesi PT RAPP dan hutan tersebut. Pembukaan kanal baru juga berada diatas lahan
gambut bekas terbakar'®.

*8 | aporan investigasi Jikalahari: http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/presiden-dan-menlhk-segera-evaluasi-korporasi-di-atas-
lahan-gambut-untuk-ruang-kelola-rakyat-2/
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b. Perambahan Kawasan Hutan oleh Perkebunan Sawit

Jikalahari melakukan Investigasi perambahan kawasan hutan oleh korporasi
perkebunan kelapa sawit dan cukong sepanjang 2017 di Provinsi Riau. Sampai Oktober
2017, Jikalahari telah menemukan 29 Korporasi dan 4 Cukong yang melakukan
perambahan dan menerima tandan buah segar (TBS) Kelapa sawit dari kawasan hutan.

Perambahan kawasan hutan merupakan pelanggaran baik dilakukan Korporasi mupun
non korporasi. Setiap orang dilarang melakukan aktifitas perkebunan dalam kawasan
hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan merupakan tindak pidana.

Secara tegas, pelarangan melakukan kegiatan perambahan kawasan hutan terdapat
pada dimuat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b. Jo Pasal 92 ayat (2) huruf b. UU No. 18
Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 17 ayat (2)
huruf b UU No. 18 Tahun 2013 berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan
perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Korporasi sawit juga dilarang menerima TBS dari kawasan hutan atau kawasan ilegal.
Pasal 93 UU No. 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa; korporasi dilarang mengangkut
dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di
dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.

Temuan Jikalahari tersebut juga mengkonfirmasi laporan Pansus Monitoring dan
Evaluasi Perizinan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan DPRD Provinsi Riau tahun
2015 yang menemukan perkebunan kelpa sawit ilegal dalam kawasan hutan di Provinsi
Riau mencapai 1,8 juta hektar.

Pada Maret 2016 DPRD Riau mempublikasikan temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi
Perizinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan yang menemukan 33 korporasi
perkebunan kelapa sawit beroperasi di dalam kawasan hutan secara illegal dan
mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 2,5 Triliun.

Dari 33 Korporasi Perkebunan tersebut telah melakukan usaha perkebunan di dalam
kawasan hutan seluas 104.094 Hektar. Selain melakukan kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan, 33 korporasi juga melakukan penanaman tanpa izin Hak Guna Usaha
(HGU) seluas 204.977 hektar

z
o

Nama Korporasi

PT SIV
PTTG

PT. SIS

PT. BMPJ

PT. GMR

PT. SAI

PTPN 3 SM

PTPN V SR

PT. BRS

PT. PN V AM Il Afdeling I (SL)
PT. PN V AM Il Afdeling Il (PSP)
PT. ASI

NRF--A N T NIV, I N (V38 F P

-
o

—_
—_

—_
N
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C.

13 | PT.IP
14 | PT. SLS Divisi MT
15 PT. SLS Divisi PT
16 PT.SP
17 PT. SSS
18 PT. KP
19 PT. LIH
20 PT CP
21 Pt SIR
22 | PtSIR2
23 | PtMIl
24 PT JS
25 | PTKAP
26 PT BMI
27 | KUDBA
28 | KUDSJ
29 | KUDSJL
Cukong
30 | GMEM
31 Ir. SM
32 |S.P
33 |H.UP
Investigasi Holding Zone
Pada Ranperda RTRWP Provinsi Riau 2017-2037 yang ditetapkan DPRD Provinsi Riau
bersama Gubernur Riau salah satu isinya adalah usulan pelepasan kawasan hutan
menjadi non kawasan hutan yang diatur dalam pasal Holding Zone seluas 405.874 ha.
Sisa 405.874 hektar itu diusulkan diubah menjadi non kawasan hutan. Namun, karena
proses pelepasan kawasan hutan butuh waktu lama, DPRD Riau memasukkannya ke
dalam Holding Zone. Di dalam draft RTRWP Riau, DPRD Riau memasukan pasal tentang
Holding Zone dengan rincian sebagai berikut:
’No HPeruntukan HLuas ‘
‘1 HPemukiman H19.317 ha ‘
’2 Hlnfrastruktur, Fasos dan Fasum H7.o78 ha ‘
\3 HKawasan Industri H399 ha ‘
’4 HPerkebunan Rakyat H321.717 ha ‘
‘5 HHutan Lindung H1.798 ha ‘
‘6 HKawasan Perikanan H183 ha ‘
‘7 HKawasan Pertanian H55.355 ha ‘

Dari 321.717 ha yang disebutkan sebagai perkebunan kelapa sawit rakyat, Jikalahari
melakukan pengecekan dilapangan dan menemukan bahwa kawasan yang dijadikan
Holding Zone merupakan kawasan yang telah dikuasai oleh korporasi dan cukong.
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d.

Salah satu temuan dilapangan yaitu PT Torganda di Kabupaten Rokan Hulu. Dari luas
konsesi PT Torganda seluas 12.190 ha yang hampir seluruhnya berada dalam kawasan
hutan, 9.979 ha diantaranya menjadi areal yang diusulkan dalam holding zone. Contoh
lainnya yaitu perkebunan sawit yang dikuasai oleh cukong adalah kebun seluas 206 ha
milik Abeng yang seluruhnya diusulkan menjadi areal holding zone®.

Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan sejak Oktober hingga November 2017,
Jikalahari menemukan seluas 45.301 hektar holding zone sebagai peruntukan
perkebunan rakyat ternyata dikuasai oleh 22 Korporasi dan cukong. Berikut temuan
Jikalahari:

No | Nama Korporasi/Cukong Luas Kebun (Ha) | Luas di Holding
Zone (Ha)
1 Ab 206 206
2 At 50 400
3 D 332 194
4 H.B 882 990
5 H.S 582 582
6 T 1.461 3.546
7 H.Al 1.537 1.537
8 PT Torganda 12.190 9.979
9 PT Padasa Enam Utama 11.183 1.926
10 | PT Agro Mandiri/Koperasi Sentral Tani 686 485
Makmur Mandiri
11 PT Andika Pratama Sawit Lestari 6.455 10.098
12 PT Citra Riau Sarana 4.000 2.515
13 KA 614 614
14 | AtdanAs 2000 2000
15 | KUD Sahabat Lestari 1579 1.579
16 | PT Bina Fitri Jaya 2384 575
17 | As 1.856 1.856
18 | Ma 481 2.940
19 | Yon 428 428
20 | PT Tasma Puja 1.757 2.353
21 PT Karya Abadi 179 179
22 | Yoh 319 319
Investigasi Karhutla

Jikalahari melakukan pengecekan lapangan pada September 2017 di Kecamatan
Mandau, Bengkalis tepatnya di dalam konsesi HPH PT. Rimba Rokan Perkasa dan HPH
PT. Multi Eka Jaya Timber dan menemukan bekas kebakaran didalam konsesi PT. Multi
Eka Jaya Timber yang baru terbakar satu bulan sebelumnya seluas lebih dari 200 Ha.

Hasil pengamatan dan informasi dari masyarakat api berasal dari hutan yang ada di
ujung kebun masyarakat. Areal kebun yang terbakar merupakan konsesi PT Multi Eka
Jaya Timber yang dikuasai Cukong dan beberapa petani lain yang tergabung dalam

19 Laporan investigasi http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/holding-zone-dalam-ranperda-rtrw-2017-2037-untuk-korporasi-

dan-cukong-sawit/
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kelompok tani. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi sebagai tanda sedang
dilakukan penyelidikan dari Kepolisian dan KLHK.

Gambar. Lokasi
kebakaran telah dipasang
garis polisi dan dalam
pengawasan Polres
Bengkalis. Foto diambil
pada tanggal 07/09/2017

e. Investigasilllegal logging

Oktober 2017 Jikalahari melakukan pengecekan lapangan ke areal PT. Triomas FDI untuk
memastikan informasi terkait penebangan, dan pembukaan hutan alam dikawasan
gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Tim menemukan kawasan gambut
yang belum terlalu lama di buka dan dikawasan tersebut baru saja ditanami kelapa
sawit, pengamatan dilapangan dan dari informasi yang dikumpulkan, diperkiraan
kawasan tersebut ditebang sebulan sebelum tim tiba dilokasi. Selain itu tim juga
menemukan tiga unit eskavator di pinggir hutan alam sedang melakukan pembersihan.

Dari areal seluas 2.500 ha yang telah terbabat tim hanya menemukan tunggul-tunggul
kayu besar akan tetapi tim tidak menemukan terlalu banyak kayu-kayu besar diareal
tersebut. Masyarakat Desa menyebutkan bahwa kayu-kayu besar dilokasi penebangan
tersebut dijual ke PT. RAPP melalui koridor Putong. Kawasan PT. Triomas FDI
merupakan hutan gambut yang menjadi tempat hidup pohon ramin (Gonystylus
bancanus) dan Harimau Sumatra yang secara internasional dilindungi oleh CITES.

3. Konflik Masyarakat Bengkalis VS PT RRL

Pada 23 Januari 2017 perwakilan masyarakat Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis
bersama Jikalahari menemui Anggota DPRD Bengkals eks Pansus Monitoring Sengketa
Lahan di Kabupaten Bengkalis untuk tindak lanjut hasil kerja Pansus tersebut.

Pada 30 Januari 2017 Aliansi Masyarakat Bengkalis dan Jikalahari melakukan konferensi pers
mendesak Bupati Bengkalis Amril Mukminin mencabut izin HTI PT Rimba Rokan Lestari
(APRIL Grup) paska Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkalis tentang Monitoring
dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan di Pekanbaru.

Sebelumnya pada September 2016, Pansus DPRD satu diantaranya merekomendasikan
kepada Bupati Bengkalis mengeluarkan kebijakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan agar mencabut atau sekurang-kurangnya meninjau ulang SK Menhut No
262/KPTS-11/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HPH HTI seluas 14.875 ha
kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL).
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Masyarakat mendesak kepada DPRD Bengkalis agar memerintahkan Bupati Bengkalis segera
menjalankan rekomendasi pansus. Masyarakat menilai Bupati sama sekali belum melakukan
tindakan apapun®.

Selain hasil pansus DPRD Bengkalis, Hasil Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan
Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan DPRD Provinsi Riau tahun 2015 juga menemukan
potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor pajak (Potensi PPh Badan tahun 2010 -
2014) yang tidak dibayarkan perusahaan mencapai Rp 5,6 milyar.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan adalah mendesak kepada Bupati Bengkalis segera
mengeluarkan kebijakan berupa rekomendasi pencabutan izin PT Rimba Rokan Lestari
kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mencabut izin PT RRL karena telah
merampas hutan tanah masyarakat, melakukan tindak pidana hingga tidak mematuhi hukum
Indonesia, dan mengembalikan serta memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat.

DPRD Provinsi Riau harus menolak pengesahan Draft RTRWP Riau 2016 dan mendesak
Gubernur Riau dan KLHK mengalokasikan ruang kelola untuk rakyat dengan cara mereview
izin HTI yang berkonflik dengan masyarakat. salah satunya PT RRL.

4. Laporan Jikalahari
a. Laporan 33 Korporasi ke Polda Riau

Bersama Koalisi Rakyat Riau (KRR) Jikalahari melaporkan dugaan tindak pidana
penggunaan kawasan hutan dan lahan secara illegal oleh 33 korporasi perkebunan
kelapa sawit ke Polda Riau pada 16 Januari 2017.

Laporan tersebut merupakan hasil analisis atas temuan Pansus Monitoring Perizinan dan
Evaluasi DPRD Riau tahun 2017, 33 korporasi diduga telah melakukan penanaman kelapa
sawit dalam kawasan hutan seluas 103.320 Hektar. Selain itu, juga melakukan
penanaman kelapa sawit tanpa izin HGU seluas 203.977 hektar sehingga mengakibatkan
kerugian negara sekira Rp2,5 Triliun.

Adapun 33 korporasi tersebut ialah: PT Hutaean; PT Arya Rama Prakarsa; PT Adtya
Palma Nusantara; PT Air Jernih; PT Eluan Mahkota; PT Egasuti Nasakti; PT Inti
Kamparindo; PT Johan Sentosa; PT Sewangi Sawit Sejahtera; PT Surya Brata Sena; PT
Peputra Supra Jaya; PT Inecda Plantation; PT Ganda Hera Hendana; PT Mekarsari Alam
Lestari; PT Jatim Jaya Perkasa; PT Salim lvomas Pratama; PT Cibaliung Tunggal
Plantation; PT Kencana Amal Tani; PT Karisma Riau Sentosa; PT Seko Indah; PT Panca
Agro Lestari; PT Siberida Subur; PT Palma Satu; PT Banyu Bening Utama; PT Duta Palma
Nusantara; PT Cirenti Subur; PT Wana Jingga Timur; PT Perkebunan Nusantara V; PT
Marita Makmur; PT Fortius Agro Wisata; PT Guntung Hasrat Makmur ; PT Guntung
Idaman Nusa; dan PT Bumi Palma Lestari Persada.

Polda Riau menyampaikan bahwa PT Hutahaean yang sudah menjadi tersangka
korporasi, PT Perkebunan Nusantara V dalam penyidikan, dan dua perusahaan lagi, PT
Seko Indah serta PT Gandahera masih dalam penyelidikan.

2 Rilis Jikalahari http://iikalahari.or.id/kabar/berita/paska-temuan-pansus-dprd-bengkalis-bupati-bengkalis-segera-cabut-
izin-pt-rimba-rokan-lestari/
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Sementara itu, pada 13 Desember 2017, merespon kritikan Jikalahari, Polda Riau
menyampaikan bahwa penyelidikan memang tidak dilakukan bersama karena
memperhatikan UU No. 18 Tahun 2013 tetang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan membatasi jangka waktu penyidikan selama 90 hari.

b. Laporan 49 Korporasi Karhutla ke Polda Riau dan KLHK

Pada November -Desember 2016 Jikalahari melaporkan 49 konsesi korporasi yang
terbakar sepanjang 2015 - 2016 kepada Polda Riau, Dirjen Penegakan Hukum KLHK,
Badan Restorasi Gambut dan Kantor Staf Presiden. Laporan tersebut didasari hasil
investigasi EoF tiga tahun terakhir yang menemukan ke-49 korporasi melakukan
pembakaran baik sengaja maupun lalai dengan modus bervariasi. Ke-49 korporasi itu
terdiri atas 30 perusahaan HTI, 19 perusahaan HTI.

Ke-49 perusahaan itu yaitu:

‘No HNama Perusahaan

HPT Rimba Rokan Lestari (HTI)

HPT Riau Andalan Pulp and Paper (HTI)

HPT Sinar Sawit Sejahtera (Sawit)

HPT Andika Permata Sawit Lestari (Sawit)

HPT Raja Garuda Mas Sejati (Sawit)

HPT Pan United (Sawit)

HPT Riau Jaya Utama (Sawit)

HPT Parawira (Sawit)

HPT Alam Sari Lestari (Sawit)

HPT Hutani Sola Lestari (HPH)

HPT Bina Duta Laksana (HTI)

HPT Perawang Sukses Perkasa Industri (HTI)

HPT Sumatera Riang Lestari (HTI)

|PT Rimba Lazuardi (HTI)

HPT Suntara Gaja Pati (HTI)

|PT Siak Raya Timber (HTI)

IPT Bukit Raya Pelalawan (HTI)

HPT Dexter Timber Perkasa Indonesia (HTI)

|PT Ruas Utama Jaya (HTI)

HKUD Bina Jaya Langgam (HTI)

HPT Putri Lindung Bulan (HTI)

HPT Arara Abadi Distrik Duri (HTI)

HPT Arara Abadi Distrik Minas (HTI)

IPT Arara Abadi Distrik Nilo (HTI)

HPT Arara Abadi Distrik Pelalawan — Malako (HTI)
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26  |PT Arara Abadi Distrik Pulau Muda — Merawang (HTI)
‘27 HPT Arara Abadi Distrik Siak Berbari (HTI)

‘28 HPT Artelindo Wiratama (HTI)

29 ||PT Bukit Batabuh Sei Indah (HTI)

‘30 HPT Citra Sumber Sejahtera (HTI)

‘31 HPT Nusa Prima Manunggal / RGMS (HTI)

‘32 HPT Sumatera Riang Lestari Blok IV Rupat (HTI)

‘33 HPT Rimba Rokan Perkasa (HTI)

‘34 HPT Satria Perkasa Agung (HTI)

‘35 HCV Nirmala (Sawit)

‘36 HPT Agroraya Gematrans (Sawit)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘37 HPT Bertuah Anekayasa (Sawit) ‘
‘38 HPT Bumireksa Nusa Sejati (Sawit) |
l

|

|

|

|

|

I

|

|

39 [PPT Duet Rija (sawit)
‘40 HPT Guntung Hasrat Makmur (Sawit)

‘41 HPT Pancasurya Agrindo (Sawit)

‘42 HPT Peputra Supra Jaya (Sawit)

‘43 HPT Pusaka Mega Bumi Nusantara (Sawit)

‘44 HPT Runggu Pring Jaya (Sawit)

‘45 HPT Setia Agrindo Lestari (Sawit)
‘46 HPT Tesso Indah (Sawit)
‘47 HPT Langgam inti Hibrindo (Sawit)

48 |[PT Triomas FDI (HTI)
‘49 HPT Seraya Sumber Lestari (HTI)

Perkembangan atas penanganan laporan tersebut sampai saat ini masih lambat baik di
Polda Riau, Dirjen Gakum KLHK, BRG dan KSP bahkan praktis tak menampakan
kemajuan yang berarti.

Padahal Kapolda Riau saat itu Irjen Pol Zulkarnaen Adinegara berjanji akan mengusut
setidaknya satu perusahaan sawit dan HTI yang benar-benar kesalahan telak untuk bisa
disidik sampai ke P21. Kapolda Riau juga memerintahkan Ari Rahman untuk memberikan
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor (EOF).
Namun sampai saat ini perkembangan tersebut belum pernah disampaikan dan pada
pertemun-pertemuan formal, Polda Riau selalu mengatakan kasus tersebut masih dalam
penaganan polda Riau.

Pada 6 Desember 2017 Dirjen Gakum KLHK Rasio Rido Sani, menyampaikan langsung
perkembangan penanganan kasus 49 korporasi tersebut. Pada Dirjen Gakum KLHK,
dimana dari 49 korporasi yang dilaporkan, 4 diantaranya, PT Riau Andalan Pulp and
Paper, PT Triomas FDI, PT Riau Utama Jaya dan PT Suntara Gaja Pati dilakukan
penyelidikan.
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5.

C.

Laporan 20 korporasi

Pada 2 Desember 2016, Koalisi Anti Mafia Hutan (Jikalahari, ICW dan Yayasan Auriga)
melaporkan 20 korporasi Hutan Tanaman industri kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Kedua puluh korporasi tersebut telah disebut dalam proses persidangan 2 (dua) bupati
yaitu Azmun Jaafar (Pelalawan) dan Arwin AS (Siak), 3 (tiga) kepala dinas kehutanan,
serta Gubernur Riau Rusli Zainal. Perbuatan para terpidana menerbitkan [UPHHK-HT
serta mengesahkan RKT di atas hutan alam telah merugikan keuangan negara dan
menguntungkan kedua puluh korporasi tersebut.

Ke-20 korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di 2 (dua) kabupaten di Riau
tersebut diantaranya:

15 (lima belas) korporasi di Kabupaten Pelalawan, yaitu: PT Selaras Abadi Utama, PT
Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara
Permai, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, PT Triomas FDI, PT Madukoro,
CV Alam Lestari, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, CV Harapan Jaya, CV Bhakti
Praja Mulia dan CV Mutiara Lestari;

Dan 5 (lima) korporasi di kabupaten Siak, yaitu: PT Bina Daya Bintara, PT Seraya Sumber
Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT National Timber and
Forest Product.

Pasca putusan Mahkamah Agung No. 460.K/Pdt/2016 yang mengabulkan gugatan
perdata KLHK terhadap PT MPL dan mempertegas kasus lllegal Logging. Majelis Hakim
Takdir Rahmadi, Nurul Elmiyah dan | Gusti Agung Sumanatha menyatakan perbuatan PT
MPL melakukan pembalakan liar melanggar ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku di Indonesia. Putusan yang diterbitkan dalam direktori putusan MA 17
November lalu, memerintahkan tergugat PT MPL membayar ganti kerugian lingkungan
hidup kepada negara melalui Kementerian LHK secara langsung dan seketika sebesar Rp
16,2 T.

Oleh karena itu, Koalisi beranggapan KPK masih punya hutang terhadap kasus ini.
Sebab, harus disadari bahwa perbuatan PT MPL yang melakukan penebangan di hutan
alam lahir karena adanya izin yang memuat dimensi korupsi dalam proses
penerbitannya. Dan PT MPL bukan satu-satunya korporasi yang diuntungkan oleh
perbuatan Para Terpidana.

Pada 26 Juli 2017, Jikalahari melakukan kunjungan ke KPK melalui bagian Pengaduan
Masyarakat (Dumas) untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Pihak Dumas mengatakan
bahwa 20 korporasi yang dilaporkan telah naik dari bagian Dumas ke bagian
Penindakan.

Implementasi Renaksi GNPSDA KPK

Pemerintah Daerah Riau menindaklanjuti GNPSDA KPK dengan membuat 19 rencana aksi
terkait perbaikan tata kelola hutan dan perkebunan Riau. Namun ada beberapa isu khusus
yang belum diakomodir dalam Renaksi berkaitan dengan penyelamatan sumberdaya alam,
yaitu:
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1. Tingginya desakan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi Riau yang masih
mengedepankan pola pembangunan dengan cara merubah kawasan hutan.

2. Gubernur Riau harus mereview semua perizinan yang terbit setelah PP tata ruang
berlaku termasuk menginventarisasi perizinan yang terbit di Riau setelah PP 15 tahun
2010 terbit.

3. Penyelesaian RTRWP Riau harus disahkan setelah pengukuhan kawasan hutan selesai.
Skenario pengukuhan kawasan hutan harus menjadi alat untuk mengurangi luasan
konsesi HTI dan HGU (Sawit) karena tumpang tindih dengan hutan gambut, lahan
kehidupan masyarakat dan wilayah adat. Pengukuhan kawasan hutan harus
mengedepankan partisipasi publik berdasarkan putusan MK tahun 2011.

4. Pemerintah daerah harus melakukan Revisi dan audit perizinan korporasi sektor
tanaman industri (HTI) dan Sawit.

5. Pemerintah Daerah harus mendukung moratorium pengelolaan gambut. Ini perlu
didorong Pemda karena efektif menyelamatkan sisa hutan alam tersisa. Penguatan
Moratorium harus sejalan dengan review perizinan, penegakan dan one map policy.

6. Pemda harus memasukan perlindungan dan pengelolaan gambut dalam draft RTRWP,
termasuk angka gambut yang harus dilindungi.

7. Pemda harus memastikan akurasi data jumlah konsesi yang ada di Riau. Sebab data
antara CSO, Pemda dan KemenLHK berbeda. Ketidakakuratan ini berpengaruh pada
PNBP dan pajak negara. Pemda juga harus menyiapkan keterbukaan informasi publik
terkait HGU, HTI, IUP.

8. Pada Agustus 2016, KPK melalui tim GNPSDA menyampaikan hasil Koordinasi dan
Supervisi dengan DPRD Provinsi Riau terkait temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi
Perizinan Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan di Riau. Ada 1,8 juta hektar
kawasan hutan ditanami sawit oleh 370-an perusahaan perkebunan kelapa sawit ilegal.
Akibatnya negara merugi hingga Rp 34 triliun per tahun karena perusahaan tidak
membayar pajak.

Pada Desember 2016 hingga Januari 2017 Jikalahari bersama Indonesian Corruption Wacth
(ICW) melakukan pemantauan implementasi GNPSDA di Riau. Pemantauan dilakukan di tiga
sektor yaitu, sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Dari pemantauan tersebut ditemukan penataan perizinan Sumber Daya Alam (SDA) masih
banyak terdapat pelanggaran dan non prosedural. I1zin Pelepasan Kawasan yang dikeluarkan
Menteri Kehutanan untuk jenis perusahaan perkebunan non-PKS dari 288 perusahaan hanya
51 perusahaan saja yang memiliki izin. Sisanya 237 perusahaan tidak memiliki izin. Sedangkan
untuk perusahaan PKS Non-Kebun dari keseluruhan yang berjumlah 121 perusahaan, tidak
ada satupun yang memiliki izin pelepasan kawasan. Sehingga dari total 513 perusahaan
perkebunan kelapa sawit, yang memiliki izin pelepasan kawasan berjumlah 132 perusahaan.
Sedangkan sisanya yaitu 378 perusahaan tidak memiliki izin pelepasan kawasan.

Dari sisi izin [UP-B dan IUP yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau, maka cukup banyak pula perusahaan yang tidak memiliki nya. Total
perusahaan perkebunan baik perusahaan yang memiliki lahan kebun sekaligus memiliki PKS
maupun perkebunan yang tidak memiliki PKS berjumlah 403 perusahaan. Yang memiliki izin
IUP-B berjumlah 214 perusahaan, sisanya 190 perusahaan tidak memiliki izin. Untuk izin
lokasi, dari 403 perusahaan perkebunan ada 193 perusahaan yang memiliki izin lokasi dan 211
perusahaan yang tidak memiliki izin. Sedangkan untuk HGU, dari 403 perusahaan ada 146
yang memiliki izin HGU dan 256 yang tidak memiliki izin HGU.
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Sedangkan untuk pertambangan juga terdapat 12 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan
27 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang terdiri dari 7 IlUP Mineral dan 32 IlUP
batu-bara. Dari 39 IUP yang ada 32 IUP yang sudah CNC dan 7 IUP non CNC. Selain itu,
pemberian izin juga dilakukan di kawasan hutan dengan rincian; izin di dalam kawasan hutan
konservasi; 1. Bara Prima Pratama, 2. Riau Bara Harum dan izin di dalam kawasan hutan
lindung; 1. Ausindo Prima Andalas, 2. Buana Tambang Jaya

Dari sektor kehutanan dan sektor perkebunan penataan perizinan menjadi persoalan yang
carut marut, mulai dari pelanggaran penggunaan kawasan hutan hingga peizinan yang tidak
lakukan secara benar.

Tidak adanya pengukuhan status kawasan hutan, menimbulkan masalah seperti tumpang
tindih perizinan antar perusahaan maupun lahan masyarakat bahkan, ada izin di hutan
konservasi dan lindung. Di Riau ada beberapa IUP yang melakukan eksplorasi dikawasan
Hutan Konservasi dan juga dalam kawasan Hutan Lindung.

Perizinan yang begitu banyak tanpa ada pengawasan secara serius menimbulkan
penggunaan kawasan hutan dan lahan secara illegal secara masif dan harus dilakukan
penindakan hukum, baik dari sisi pidana maupun administrasi.

6. Tim Restorasi Gambut Daerah

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) telah dibentuk pada 2016 lalu. Pembentukan TRGD
sesuai Surat Keputusan Gubernur Kpts 350/111/2016 tentang pembentukan Tim Restorasi
Gambut di Provinsi Riau yang ditandatangani Gubernur Riau pada tanggal 31 Maret 2016.

Dalam tim ini para rektor perguruan tinggi di Riau ditunjuk sebagai tim pembina/pengarah
yaitu Rektor Universitas Riau, UIN Suska Riau dan Universitas Islam Riau. Selain itu unsur
Forkopimda juga ditunjuk sebagai pembina/pengarah diantaranya Ketua DPRD, Kepala
Kejati, Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi, Danrem, Danlanud dan Komandan AL Dumai.

Sayangnya hingga kini belum ada kinerja yang dilakukan oleh TRGD Riau dengan alasan
anggaran. Padahal berdasarkan Perpres no 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi gambut
pasal 14, TRGD merupakan alat kelancaran restorasi gambut.

IV. Analisis Deforestasi-Degradasi

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya transparan kepada publik
terkait kebijakan

a. Revisi RKU-RKT Korporasi

Informasi perkembangan revisi RKU-RKT korporasi baru diketahui publik secara detail
setelah ribut-ribut kasus PT RAPP yang menggugat KLHK ke MA dan PTUN. KLHK
ternyata sudah memberi peringatan pertama dan kedua pada PT RAPP yang belum
bersedia merevisi RKU-RKTnya. Sampai detik ini, publik tidak tahu berapa korporasi HTI
dan sawit yang sudah merevisi RKU-RKTnya. Kalaupun ada informasi dari KLHK, hanya
menyebut jumlah korporasi yang sudah merevisi RKU-RKT, siapa saja nama korproasi
sampai detik ini publik belum tahu.
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2.

Padahal informasi RKU-RKT adalah informasi yang layak diketahui publik sebagai wujud
peran serta masyarakat dalam aturan terkait LHK.

b. Perkembangan RTRWP dan Pembahasan KLHS

Selama penyusunan dan pembahasan RTRWP Riau oleh Gubernur Riau dan Bappeda
hingga Pembahasan dan Pengesahan di DPRD Riau sangat tidak transparan dan tidak
melibatkan partisipasi publik. Dampaknya permasalahan peruntukan lahan lebih
berpihak pada korporasi dan cukong hingga tidak ada peruntukan fungsi lindung
gambut membuat Ranperda RTRWP Riau ini tidak dapat disahkan.

Rekomendasi dari KLHK, Mendagri harus memerintahkan Pemerintah Provinsi Riau
harus membuat KLHS terlebih dahulu sebagai dasar pertimbangan substansial Ranperda
RTRWP Riau. Gubernur Riau menyetujui arahan dari Mendagri untuk membuat KLHS
dan membentuk Tim Penyusun KLHS. Pada 15 November 2017, Gubernur Riau melalui
Bappeda mengadakan konsultasi publik pertama di kantor Bappeda Riau dengan tujuan
merumusakan isu-isu yang akan dibahas dalam KLHS. Pada 21 Desember 2017, Bappeda
kembali mengadakan konsultasi publik penyusunan KLHS yang dilaksanakan di Hotel
Premier Pekanbaru.

Namun Gubernur Riau kembali tidak transparan dan tidak partisipatif dalam membentuk
Tim Penyusun KLHS. Gubernur Riau malah memasukkan Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan KADIN yang
merupakan bagian dari masalah.

c. Perkembangan penegakan hukum kasus lingkungan hidup yang dilaporkan masyarakat

Informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat di Polda Riau (33 Korporasi),
KLHK (49 Korporasi) dan KPK (20 Korporasi) tidak pernah disampaikan ke publik baik
melalui media massa maupun perkembangan pada pelapor. Padahal dalam Inpres
pencegahan anti korupsi Presiden Jokowi, salah satu aksi aparat penegak hukum adalah
melaporkan perkembangan penanganan perkara yang ditangani kepada masyarakat
luas.

Penegakan hukum masih lemah terhadap korporasi

Setelah setahun Jikalahari melaporkan 49 korporasi HTI dan Sawit, 33 korporasi sawit illegal
beroperasi dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga November 2017 belum ada perkembangan
penyelidikan dan penyidikan yang signifikan.

Sepanjang November — Desember 2016, Jikalahari melaporkan 49 korporasi HTI dan sawit
yang melakukan tindak pidana perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup. Progres tindak
lanjut laporan Jikalahari sejauh ini ada 4 korporasi: PT RAPP, PT Triomas FDI, PT Riau Utama
Jaya dan PT Suntara Gaja Pati masuk proses penyelidikan Gakkum KLHK.

Jikalahari memfollow up laporan Jikalahari ke KPK untuk 20 Korporasi HTI terlibat korupsi
kehutanan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Juli 2017. Dumas katakan 20
korporasi sudah naik dari bagian Telaah ke Penindakan. Namun hingga saat ini, KPK belum
menetapkan satupun dari 20 perusahaan sebagai tersangka.
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Lambannya penegakan hukum bagi korporasi perusak lingkungan hidup dan kehutanan
serta terlibat korupsi berimbas pada ketidakpatuhan korporasi terhadap peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Penegak hukum terkesan terlalu berhati-hati dan lamban
dalam menangani perkara. Padahal penegak hukum mampu menjerat korporasi pelaku
pembakaran hutan dan lahan dan di pengadilan dinyatakan terbukti bersalah melakukan
pengrusakan lingkungan hidup, contohnya PT Adei Plantation and Industry, PT Nasional Sagu
Prima, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur dan PT
Wana Sawit Subur Indah.

Penegakan hukum pada korporasi-korporasi ini terbukti ampuh memberikan efek jera,
perusahaan tidak lagi berani membakar dalam konsesi dan berusaha memperbaiki sarana
prasarana penanggulangan dan pencegah karhutlanya. Terbukti hotspot di areal korporasi-
korporasi tersebut berkurang secara signifikan dan tidak lagi terjadi kebakaran.

Tak hanya korporasi pelaku pembakar hutan dan lahan, penegak hukum seharusnya juga
progres menindak korporasi sawit yang merambah kawasan hutan. Berkaca dari kasus dari
kasus DL Sitorus, pada 17 Mei 2017, Gakkum KLHK berani menetapkan kembali DL Sitorus
sebagai tersangka. Dalam konferensi pers, Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani katakan
status tersangka ini karena DL Sitorus masih menguasai lahan di Register 40 yang harusnya
sudah dieksekusi pada 2007 berdasarkan putusan Kasasi MA™".

Dalam kasus itu KLHK mulai berfokus pada sektor money laundring dan keuangan korporasi
khusus perkebunan kelapa sawit yang berasal dari kawasan hutan. KLHK, OJK dan PPATK
mulai berkoordinasi guna mengusut transaksi keuangan terkait kejahatan perambahan

hutan untuk perkebunan®. Model penanganan perkara ini sebaiknya juga digunakan Gakkum
KLHK dalam menangani perkara dengan tersangka korporasi-korporasi yang telah dilaporkan
Jikalahari.

3. Ranperda RTRWP Riau
a. Menguntungkan cukong dan korporasi namun mengabaikan tak masyarakat adat

Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 tidak menyebutkan luasan yang dialokasikan untuk
perhutanan sosial. Selain itu hutan adat di Riau hanya ditetapkan seluas 471 ha. Selain
itu, areal peruntukan holding zone juga menguntungkan korporasi dan cukong dimana
hasil pengecakan Jikalahari menemukan 45.301 merupakan areal perkebunana sawit
ilegal yang dikuasai 22 korporasi dan cukong.

b. Melanggengkan karhutla

Luasan Kawasan Lindung Bergambut versi Ranperda RTRWP 2017 — 2037 jauh berkurang
dibanding draft RTRWP 2016 - 2035 usulan Pemprov Riau kepada DPRD Prov Riau 2016. .
luasan gambut pada draft RTRWP 2016 — 2035 usulan Pemprov Riau kepada DPRD Prov
Riau 2016 seluas 1.693.030 hektar. Namun menghilang dan derganti luasanyan menjadi
21.615 ha saja. Padahal Merujuk pada SK MenLHK Nomor SK.129/MenLHK/Setjen/
PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional untuk

> http://www.mongabay.co.id/2017/06/22/hanya-bahas-pidana-dI-sitorus-protes-mongabay-kuasa-hukum-koperasi-
menang-gugatan-perdata /

> http://www.mongabay.co.id/2017/05/25/tetap-kuasai-hutan-register-40-untuk-sawit-dl-sitorus-kembali-jadi-
tersangka/
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Provinsi Riau seluas 5.040.735 hektar dengan fungsi budidaya seluas 2.567.352 hektar
dan 2.473.383 hektar untuk kawasan lindung.

Artinya kawasan gambut dalam dan gambut bekas terbakar yang seharusnya dilindungi
akan tetap menjadi kawasan produksi yang tentunya akan melanggengakan terjadinya
karhutla.

4. Penyelesaian Konflik masyarakat vs Perusahaan

Penyelesaian konflik masyarakat Bengkalis dengan PT Rimba Rokan Lestari belum
menunjukkan progres dari KLHK. Laporan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan
dalam konsesi korporasi ini dan perampasan lahan masyarakat oleh korporasi, hingga detik
ini belum ada tindaklanjutnya. Padahal Pada September 2016, Pansus DPRD Bengkalis satu
diantaranya merekomendasikan kepada Bupati Bengkalis mengeluarkan kebijakan kepada
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut atau sekurang-kurangnya
meninjau ulang SK Menhut No 262/KPTS-11/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian
HPH HTI seluas 14.875 ha kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL).

5. Inisiatif masyarakat mendorong perlindungan areal gambut dan memperluas ruang kelola
rakyat

Jikalahari bersama masyarakat terus mendorong upaya pemulihan kawasan hutan dan
gambut yang rusak melalui skema PS dan mengusulkan skema ekonomi paludikultur di atas
lahan gambut. Pengembangan skema ekonomi berbasis paludikultur sejauh ini belum
dikembangkan oleh KLHK ditengah kebijakan PS yang digaungkan oleh Presiden Jokowi.

Perluasan ruang kelola rakyat dalam RETN yang dikembangkan KLHK masih belum
menunjukkan keseriusan kepada masyarakat. Permintaan masyarakat di areal RETN yang
telah dirambah oleh cukong agar segera dilakukan penegakan hukum, masih belum
terealisasi, ditambah dukungan dari pemerintah daerah dan Polda Riau minim.

6. KLHK menerapkan pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup

Temuan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, PT RAPP dan APRIL Groupnya
menerima pinjaman sepanjang 2010 — 2016 sebesar U$D 5,8 miliar atau mendekati Rp 79
triliun bersumber dari bank-bank luar negeri. Pinjaman terbesar diperoleh dari bank Tiongkok
dan Taiwan. Sayangnya investor dan lembaga jasa keuangan tidak memperhatikan sistem
badan usaha yang diberi bantuan dana dalam berkegiatan tidak memperhatikan aspek
lingkungan, sosial dan tata kelola lingkungan dan kehutanan.

PT RAPP juga mengagunkan lahannya ke bank untuk mendapatkan pinjaman tersebut.
Dengan adanya kebijakan perlindungan gambut, PT RAPP terancam akan kehilangan 50%
areal produksinya karena berada di lahan gambut. Dampaknya PT RAPP akan kesulitan
mengembalikan pinjaman sehingga kini usaha yang dilakukan PT RAPP adalah menentang
kebijakan tersebut.

Temuan ini mengejutkan publik karena APRIL Group sama sekali tidak patuh terhadap aturan

terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karenanya, KLHK segera mengaudit seluruh
perizinan korporasi yang melakukan praktek-praktek pelanggaran hukum dan diberi
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pembiayaan oleh bank dan lembaga pembiayaan baik dalam maupun luar negeri. Apalagi

UU 32/2009 tentang PPLH, UU 41/1999 tentang Kehutanan dan UU 18/2013 tentang P3H
memberi kewenangan kepada Menteri LHK menetapkan kriteria pembiayaan yang
memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk itu KLHK perlu melakukan kerjasama dengan
PPATK dan OJK menelusuri keuangan yang tidak berkelanjutan.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Aksi koreksi Presiden Jokowi di Provinsi Riau sepanjang 2017 menunjukkan perkembangan
cukup bagus. Melalui kinerja KLHK terlihat ada tindakan dan kebijakan berupa menolak draft
RTRWP Riau 2017 — 2037 agar dibuat KLHS, merevisi RKU-RKT PT RAPP agar areal gambut
bekas terbakar dijadikan fungsi lindung, menetapkan PT JJP sebagai tersangka dan berhasil
menekan jumlah hotspot dan karhutla di Riau. Pada level kebijakan, KLHK menerbitkan
Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan Gambut, SK Kesatuan Hidrologis Gambut dan
skema penyelesaian konflik melalui RETN.

Namun aksi koreksi ini belum didukung sepenuhnya oleh Pemda Riau, Polda Riau dan KPK
bahkan jajaran KLHK.

Pemda Riau justru mengusulkan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan melalui usulan
draft Ranperda RTRWP Riau 2016 — 2035 dan meski mendukung KLHS, lagi-lagi Gubernur Riau
memasukkan APHI, GAPKI dan KADIN dalam tim penyusun KLHS Provinsi Riau. Padahal 3
lembaga ini bagian dari masalah dalam Ranperda RTRWP Riau 2017 - 2037.

Polda Riau dan gakkum KLHK tidak melaksanakan Inpres pencegahan anti korupsi dengan
tidak menyampaikan kepada publik perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan oleh
Jikalahari dan KRR. Polda Riau juga lambat dalam menangani laporan yang dilaporkan
masyarakat sipil sehingga menyebabkan korporasi tersebut terus melakukan pengrusakan dan
pencemaran lingkungan hidup yang ditandai masih adanya hotspot dan kebakaran di areal
korporasi.

KPK masih belum berani menindak korupsi korporasi meski komisioner KPK berjanji menindak
korporasi paska PERMA No 13 tahun 2016 sudah terbit. Setelah laporan terkait 20 korporasi
korupsi hutan alam Riau masuk di bagian Penindakan KPK sejak Januari 2017, hingga detik ini
belum ada progres penetapan korporasi sebagai tersangka.

Meski ada wujud perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah dan
aparat penegak hukum belum berani menindak kejahatan korporasi, mencabut seluruh izin
korporasi di atas hutan alam dan lahan gambut, mengembalikan hutan tanah milik masyarakat
adat dan tempatan yang dirampas oleh korporasi dan belum sepenuhnya transparan serta
melibatkan publik dalam proses perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

Jikalahari merekomendasikan:

1. Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kapolri terkait lambannya penegakan hukum
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Riau yang melibatkan korporasi.
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2.

Presiden Joko Widodo mendorong KPK segera menetapkan 20 korporasi terlibat korupsi
kehutanan Riau menjadi tersangka

Presiden Joko Widodo menegur dan memberi sanksi kepada Gubernur Riau karena tidak
mendukung upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup sebagai wujud aksi koreksi
Presiden Jokowi.

Menteri LHK segera memerintahkan Dirjen Gakkum KLHK menetapkan 49 korporasi
sebagai tersangka perusak dan pencemar lingkungan hidup dan kehutanan di Riau
Menteri LHK segera mencabut seluruh izin korporasi diatas lahan gambut dan hutan alam
di Riau dan mendistribusikan lahan tersebut kepada masyarakat adat dan tempatan
Menteri LHK segera mengaudit seluruh perizinan korporasi yang melakukan praktek-
praktek pelanggaran hukum dan diberi pembiayaan oleh bank dan lembaga pembiayaan
baik dalam maupun luar negeri dengan cara menetapkan kriteria pembiayaan yang
memperhatikan aspek lingkungan hidup dan melakukan kerjasama dengan PPATK dan
OJK menelusuri keuangan yang tidak berkelanjutan.

Kapolri segera memecat Kapolda Riau karena tidak berani melakukan penegakan hukum
terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

*hkd
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